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# * Ingatlah Tuhanmu di dalam hati dengan rasa merendahkan diri dan takut ™.

(Q.S Al-"Araf : 205)

% * Amat rugilah manusia yang tidak memanfaatkan waktunya untuk berbakti .

(Q.S Al-*Ashr : 1-3)
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia ekonomi modern pemerintah memegang peranan penting
untuk mengarahkan, mengatur, menstabilkan, mengawasi, serta mengembangkan
kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu menjadi pelopor
yang menggerakkan dan memajukan perekonomian. Agar tugas-tugas tersebut
dapat terlaksana dengan baik, kemudian dibentuk aparatur negara seperti :
lembaga-lembaga pemerintah, departemen-départemen, dinas-dinas, Bank Sentral
dan lembaga keuangan lainnya.

Untuk membiayai semua kegiatan pemerintah dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya di perlukan dana yang tidak sedikit. Menurut T.Gilarso dalam buku
Pengantar [Imu Ekonomi sumber penerimaan negara di peroleh dar :
a.  Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(vang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi)
yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar
pengeluaran umum. (Soemitro. Dalam Mardiasmo, 2001:1)

b.  Penerimaan bukan Pajak
Penerimaan non — tax ialah penerimaan pemerintah dari sumber-sumber
seperti: laba perusahaan negara atau daerah, bagi hasil dengan perusahaan
asing, retribusi, hasil lelang, denda, sebagainya.

c.  Pimaman
Pinjaman berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Untuk pinjaman dalam
negeri pemerintah biasanya meminjam uang dari Bank Indonesia dalam

bentuk uang muka dan penjualan obligasi negara. Sedangkan pinjaman dari

luar negeri di peroleh dari lembaga-lembaga Internasional seperti IMF, dari

pemerintah negara lain dan Bank Inte
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d.  Penciptaan Uang

Pemerintah juga mencetak uang guna membiayai penyelenggaraan tugas

pemerintahan, dalam hal ini di serahkan kepada Bank Sentral yaitu Bank

Indonesia yang bertugas membimbing pelaksanaan kebijakan keuangan
pemerintah, mengkoordinasi dan mengawasi seluruh sektor perbankan.

e.  Bantuan Luar Negeri
Bantuan ini diperoleh dari pemerintahan negara lain maupun dari pihak
swasta dan lembaga Internasional seperti : UNESCO, UNICEF, WHO dan
FAO.

Pembangunan di negara berkembang seperti Indonesia akan terwujud

secara mandiri apabila dana pembangunan itu, sebagian besar diperolch dari
sumber-sumber pembiayaan dalam negeri |dan tidak selalu tergantung pada
sumber pembiayaan luar negeri. Dengan demikian negara berkembang akan lebih
mampu mengatasi gejolak ekonomi dunia karena ketahanan ekonomi dalam
negeri yang kuat. Sumber pembiayaan dalam negeri di maksud adalah pajak.
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan
untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun
pengeluaran pembangunan disebut sebagai fungsi budgerer dan sebagai sarana
untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial
dan ckonomi atau disebut fungsi reguler, serta sebagai sarana untuk menuju
kesejahteraan dan keadilan sosial.

Kewajiban perpajakan merupakan salah satu perwujudan dari
pengabdiaan warga negara. Peran serta masyarakat khususnya wajib pajak untuk
berperan secara langsung dan bersamatsama sangat dibutuhkan dalam
menanggung pembiayaan pembangunan. Tanggung jawab atas pelaksanaan
kewajiban perpajakan terletak di tangan masvarakat itu sendiri, mereka diberi
kepercayaan untuk ikut melaksanakan kegotong-royongan nasional dengan jalan

menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang terhutang

kepada negara, ini dikenal dengan sistem “ Self Assessment".
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Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang, kepercayaan, serta tanggung jawab pada wajib pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya
pajak yang terutang. Dalam sistem perpajakan tersebut aparat perpajakan tidak
lagi menetapkan sendiri atau secara sepihak jumlah pajak yang terhutang,
melainkan bertugas melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, serta
menerapkan sangsi administrasi terhadap mereka yang melanggar peraturan
perpajakan. Dengan demikian pelaksan administrasi perpajakan dapat
terkendali, lebih rapi, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat.

Untuk mendukung jalannya perpajakan di perlukan hubungan baik antara
pemerintah dengan instansi yang terkait didalamnya seperti, Kantor Pelayanan
Pajak, Kantor Pos dan Giro serta lembaga keuangan. Perbankan sebagai lembaga
keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional serta
berkewajiban menanggulangi kesulitan negdra dibidang ekonomi dan moneter.
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sebagai Bank umum pemerintah, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dan sekaligus Bank persepsi mempunyai tugas
untuk 1kut membantu pemerintah melayani masyarakat dalam menerima setoran
pajak. Setoran pajak dapat dilayani di kantor cabang dan kantor kas PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) yang tersebar di seluruh Indonesia.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) merupakan wajib pajak badan yang
mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan penghitungan serta
pembayaran besarnya pajak yang terhutang kepada negara. Selain itu juga
bertindak sebagai pemotong PPh, pemungut PPN dan PPn-BM serta pajak
lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan operasional PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
membutuhkan tenaga kerja yang terdiri dari tenaga (pegawai) tetap dan tenaga
outsourcing (honorer). Untuk pegawai tetap mulai dari perekrutan pegawai
hingga pembayaran gaji ditangani secara langsung oleh PT. Bank Tabungan
Negara (Persero) sendiri, sedangkan tenaga outsourcing dengan adanya
penyempitan tenaga kerja dalam PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sejak

tahun 1999 diserahkan pada PT. Binayasa Putra Batara. PT. Binayasa Putra
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Batara merupakan anak perusahaan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang

n Pegawai (YKP). Awalnya PT.

modalnya berasal dari Yayasan Kesejahter

Binayasa Putra Batara hanya menyediakan jasa untuk pemeliharaan gedung atau
menara BTN, lambat laun usahanya diperluas hingga tenaga outsourcing menjadi
bagian dari tugas PT. Binayasa Putra Batara.

Sebagai pemotong PPh dan pemberi kerja PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) berkewajiban untuk memotong serta memungut besarnya pajak yang
terhutang atas penghasilan dari masing-masing karyawan baik pegawai tetap dan
PT. Binayasa Putra Batara atas tenaga outsourcingnya. Pajak atas penghasilan ini
disebut PPh pasal 21. Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan
kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang |pribadi yang tercantum dalam PPh
pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000,

Dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata di PT. Bank Tabungan
Negara (Persero) penulis tertarik untuk mengetahui secara jelas proses
pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan memilih judul :
“PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS
TENAGA OUTSOURCING PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) CABANG - JEMBER?”. Penulis memilih judul diatas karena data
tenaga outseurcing lebih mudah didapatkan, berhubung menyangkut kerahasiaan
lembaga yang menjadi tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) data pegawai tetap
sulit diperoleh. Selain itu tenaga outsourcing sangat jarang diangkat dalam judul
laporan, dengan demikian diharapkan dapat menambah referensi dan bermanfaat
bagi mahasiswa khususnya Diploma [lI Perpajakan. Penjelasan tentang tenaga

outsourcing lebih lanjut akan dibahas dalam
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1.2 Tujuan dan kegunaan Praktek Kerja N

1.2.1 Tujuan Praktek kerja Nyata

a.

yata

Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan

pendidikan program Diploma III P

[Imu Politik Universitas Jember.

erpajakan Fakultas [Imu Sosial dan

Untuk mengetahui dan mempelajan secara langsung kegiatan-kegiatan

pada instansi dalam rangka penge
dapat di bangku kuliah.

mbangan ilmu perpajakan yang di

Untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang pemotongan PPh pasal
21 di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Jember.

Untuk memperoleh pengalaman
pelaporan PPh pasal 21 di PT.
Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

a.

praktis mengenai prosedur dan

Bank Tabungan Negara (Persero)

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menerapkan serta

mengemukakan teori yang diperole
yang berkaitan dengan disiplin ilmu
Memberikan pengetahuan baru y
sebagai bahan referensi dan kepus
Perpajakan FISIP Universitas Jem
Bermanfaat bagi instansi yang dij

sehingga dapat dijadikan tambahai

h selama di bangku kuliah terutama

perpajakan.
g mendukung kegiatan akademis

kaan bagi mahasiswa Diploma IlI
L g8
dikan objek Praktek Kerja Nyata

n referensi dan kepustakaan pada

kantor PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Jember.

Sebagai sarana untuk mengen
perpajakan khususnya mengenai

Tabungan Negara (Persero) Jember

nbangkan pengetahuan dibidang
PPh pasal 21 pada PT. Bank


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1 Sejarah singkat PT. Bank Tabungan Negara

PT. Bank Tabungan Negara berawal dari “Postpaarbank” yang didirikan
berdasarkan Koninklijk Besluit No. 27 tanggal 16 Oktober 1897. Pada masa
pendudukan Jepang tanggal 1 April 1942 Postipaarbank diubah menjadi “7yokin
kyoku”. Hingga saat kemerdekaan RI 7yvokin kyoku di ambil alih oleh pemerintah
RI dan di berinama “Kantor Tabungan Pos™. Aktifitas Kantor Tabungan Pos ini
berhenti pada bulan Desember tahun 1948, tetapi dilanjutkan kembali pada bulan
Juni tahun 1949 di Yogyakarta, dengan nama “Bank Tabungan Pos Republik
1949,

Pada tahun 1950 Bank Tabungan Pos/ Republik Indonesia di ganti menjadi

Indonesia™ yang beroperasi hingga akhir tah

“Bank Tabungan Negara“, berdasarkan undang-undang Darurat No. 50 tahun
1950 tanggal 9 Pebruari 1950. Dasar inilah yang mengilhami untuk ditetapkannya
tanggal tersebut sebagai awal mulai lahirnya Bank Tabungan Negara (Ketetapan
Direksi No.05/DIR/BIDIR/1993 tanggal 27

Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No.04 tahun

eptember 1993).

1963 Bank Tabungan Pos berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara.
Ketetapan Presiden No.17 tahun 1965 menyebutkan bahwa semua Bank Usaha
Milik Negara di lebur kedalam suatu bank tunggal yaitu Bank Negara Indonesia,
termasuk Bank Tabungan Negara yang kemudian di tetapkan menjadi Bank
Negara Indonesia Unit V melalui surat keputusan Menteri urusan Bank Sentral
No.KEP.65/UBS/1965.

Bank Negara Indonesia Unit V kembali menjadi Bank Tabungan Negara
berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun |1968 dengan tugas dan usaha yang
diarahkan pada perbaikan ekonomi rakyat serta perkembangan ekonomi Nasional.
Usaha tersebut dilakukan dengan jalan menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk tabungan. Pada tanggal 29 Januari 1974 pemerintah memberikan tugas
tambahan kepada Bank Tabungan Negara melalui surat Menteri keuangan RI

No.B.49/MK/IV/1/1974, vaitu sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan

rakyat. Bank Tabungan Negara melaksanakan tugas itu dengan cara m
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kredit kepemilikan rumah (KPR) kepa

masyarakat. Hingga kini kredit
kepemilikan rumah tetap menjadi ciri dan ke nggulan Bank Tabungan Negara.
Pada tanggal 29 April 1989 pemerintah meningkatkan status Bank
Tabungan Negara menjadi Bank umum dan|mengijinkan Bank Tabungan Negara
melaksanakan kegiatan menerima simpanan dalam bentuk Giro dan ikut serta
dalam proses Kliring, sesuai dengan surat dari Bank Indonesia No.23/674/UD/
ADU tanggal 16 Januari 1991 dan lampiran berupa ijin usaha sebagai pedagang
valuta asing.Kemudian Bank Tabungan Negara mulai memperluas usahanya
dalam perdagangan valuta asing.
Berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan dan
peraturan pemerintah No.24 tahun 1992/ tentang penyesuaian bentuk badan
hukum, maka Bank Tabungan Negara yang didirikan berdasarkan undang-undang
No.29 tahun 1968 dibubarkan dengan ketentuan segala hak dan kewajiban,
kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara di lanjutkan kembali secara

langsung oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

2.2 Perkembangan PT. Bank Tabungan Negara ( Persero )

Ada sepuluh periode yang dilalui PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
dalam perkembanganya mulai sebelum menjadi Bank Tabungan Negara hingga
saat ini.

1. Periode 1898 — 1905
Postpaarbank itulah nama yang diberikan melalui Koninklijk Besluit tanggal
16 Oktober 1897 No. 27, vang mulai berlaku bulan Juli 1898. Postpaarbank

dalam tahun pertamanya diharapkan dapat membiayai sendiri usahanya dari

sisa bunga vang di dapat . Pemerintah harus memberikan persekot yang dalam
tempo 7 tahun persekot itu harus di bayar kembali.

2. Periode 1905 — 1943

Dalam kurun waktu lebih 30 tahun kemudian, Postpaarbank sudah maju
dengan pesat dan jumlah nasabahnya meningkat. Pada tahun 1928 di buka
cabang di Makasar yang diikuti dengan cabang Surabaya tahun 1931,
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. Periode 1940 — 1945

. Periode 1946 — 1948

. Periode 1950 - 1958

kemudian cabang Jakarta serta Medan dilakukan mekanisasi atas rekening

koran. Tahun 1939 tercatat saldo tabungan sebanyak 54 juta.

Tahun 1940 terjadi serangan atas Belanda sehingga uang masuk menjadi

terhenti dan permintaan pembayaran kembali membanjir. Dalam tempo pendek

11 juta sudah dibayar Postpaarbank, tetapi tahun 1941 tercatat saldo tabungan
sebesar 58,5 juta dan di tahun 1941 itu |lahirlah kantor cabang Yokvakarta.
Tahun 1942 Jepang masuk dan tentara Nipon memerintahkan supaya tata usaha
Posrpaarbank di bekukan. Jepang kemudian membuka kantor tabungan yang

di beri nama “"Kantor Tabungan Pos™".

Tahun 1946 kantor Tabungan Pos banyak mengambil bagian dalam penukaran
uang Jepang dengan uang Republik (ORI). Namun pada tahun itu keadaan
kurang memungkinkan atau kurang laman. Berangsur-angsur Belanda
menduduki daerah-daerah sehingga pada|tanggal 11 Nopember 1948 Kantor
Tabungan Pos berhenti bekerja karena ti
Periode 1949 - 1950

k punya daerah lagi.

Pada bulan Juli dengan restorasi Republik Indonesia di Yogyakarta di buka
kantor lagi bernama “Bank Tabungan Pos Republik Indonesia“ dengan
maksud membereskan kantor pos yang kacau. Tetapi kantor ini hanya dapat
bekerja hingga akhir tahun 1949. Selanjutnya yang diakui sebagai tabungan
oleh pemerintah hanya Pospaarbank yang kemudian dengan undang-undang
darurat No.9 tahun 1950 nama Pospaarbank diganti menjadi “Bank Tabungan
Pos™. Untuk pertama kali Direktur Bank Indonesia memberikan jabatan kepada
tuan S. Darmosoetanto vang tadinya menjabat sebagai Direktur Bank

Tabungan Pos RI di Yogyakarta.

Pada tahun 1950 pemerintah melakukan penyehatan keuangan dengan
mengedarkan uang baru. Uang kertas lama digunting bagian kiri ditukarkan
dengan uang baru dan yang kanan di tukarkan dengan obligasi pinjaman negara

tahun 1950. Akibatnya uang Bank Tabungan Pos meroset dari posisi 73 juta
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8. Periode Tahun 1968 — 1974

menjadi 41 juta. Tahun 1953 keluar
(LN.No.86 tahun 1953) tentang Undang-

Empat daerah otonom mengadakan

ndang-undang No.36 tahun 1953
ndang Bank Tabungan tahun 1955.
rjanjian pinjaman dengan Bank
Tabungan Pos. Tahun 1956 ada 5 daerah otonom, tahun 1957 ada 13 daerah
otonom, 1958 ada satu daerah otonom sampai akhir Mei tahun 1958.

Periode 1958 — 1967

Tahun 1963 keluar peraturan pemerint
No4 tahun 1963 (LN.No.62 1963) te

pengganti Undang-undang (Perpu)
ng perubahan tambahan Undang-
undang tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos. Dalam peraturan inilah nama
Bank Tabungan Pos diganti menjadi © Bank Tabungan Negara”. Tahun 1964
keluar Undang-undang No.2 tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara yang
mencabut  Undang-undang maupun | peraturan perundangan-undangan
sebelumnya. Tahun 1965 keluar penetapan presiden atau Penpres No.8 tahun
1965 (LN.No.45 tahun 1965) tentang| pengintegrasian Bank Umum dan
Tabungan Pemerintah kedalam Bank Sentral. Dengan Penpres No.17 tahun
1965. Bank Tabungan Negara diintegrasikan ke Bank Indonesia. Penpres
No.17 tahun 1965 menyatakan pemeri mendirikan Bank Tunggal yaitu
Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara mulai tanggal 17
agustus 1965 menjalankan usaha dengan hama Bank Negara Indonesia Unit V
berdasarkan surat keputusan Menteri| urusan Bank Sentral No.KEP.64
UBS/1965 peraturan ini terus berlaku sampai tahun 1967 keluar Undang-
undang pokok perbankan (Undang-undang No.14 tahun 1967).

Tahun 1968 keluar Undang-undang No.20 tahun 1968 (LN.No.73 tahun 1968
dan LN.No0.273). Tahun 1974 berdasarkan surat Menteri Keuangan RI
No.B/49/MK/IV/1947 tanggal 29 januari 1974 Bank Tabungan Negara
ditunjuk sebagai wadah pembayaran proyek pembanguan perumahan rakyat.
Penunjukan ini dilaksanakan pada pelita I buku II bab 19, tentang program
perumahan sebagai salah satu lembaga yang menangani masalah perumahan
rakyat. Pada tahun 1974 Bank Tabungan Negara juga mengadakan persiapan

untuk operasional kredit perumahan yang kelak dikenal dengan KPR BTN,
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9. Periode 1976 - 1991

Pada tahun 1976 ditandai sejarah realisasi kredit perumahan rakyat pertama
kali di Semarang kemudian berlanjut dari tahun-ketahun, mencapai puncaknya
pada tahun 1982-1983. Guna membiayai
harus mampu mengerahkan dana masyarakat. Untuk itu diversifikasi produk
yang bersifat “operasi passiva” harus dilaksanakan. Sejak tahun 1976
pertumbuhan aset Bank Tabungan Negara meningkat tajam dari 11 milyar pada
akhir 1976 dan menjadi 3,7 trilyun pada akhir tahun 1991.

10. Periode 1992 — Sekarang
Memasuki tahun 1992 terjadi perubahan mendasar dalam bentuk Bank
Tabungan Negara. Sebagai rentetan diberlakukannya Undang-undang No.7
tahun 1992, bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi perusahaa
Perseroan atau yang lebih dikenal dengan sebutan PT. Bank Tabungan Negara
(Persero). Pendirian PT. Bank Tabungan Negara berdasarkan Akte pendirian
No.136 tanggal 31 Juni 1999 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH. Notaris di
Jakarta. Perubahan bentuk ini menjadikan gerak PT. Bank Tabungan Negara (
Persero ) lebih leluasa. Bila sebelumnya lebih ditekankan sebagai Bank
Tabungan Negara dan sebagai lembaga pembiayaan perumahan, maka sejak 1

Agustus 1992 bidang kegiatan ini di perluas menjadi Bank Umum.

2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran secara skematis tentang
hubungan kerjasama dari orang-orang yang terdapat pada organisasi dalam rangka
pencapaian suatu tujuan. Struktur organisasi suatu perusahaan bertujuan untuk
menentukan kegiatan-kegiatan dan tanggungjawab serta pendelegasian wewenang
dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut.

Badan usaha di dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya sehari-hari

bertujuan untuk mencapai target yang telah direncanakan. Agar tujuan perusahaan

—

yang telah direncanakan tersebut tercapai, maka dibutuhkan adanya suatu

kerjasama dengan pihak-pihak lain baik secara langsung maupun secara tidak

langsung. Dalam hal ini perusahaan perlu mengadakan pembagian kerja yang
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menyangkut tugas, wewenang, dan tangguni jawab dari masing-masing bagian
secara jelas, agar efisiensi dan efektivitas kerja pegawai dapat semakin

ditingkatkan dan juga dapat menghindari terjadinya penyelewengan atau

kecurangan yang mengakibatkan kerugian

rusahaan. Untuk itu perlu adanya
struktur organisasi yang tersusun sedemikian rupa sebagai pedoman untuk
mengetahui dan melaksanakan tugas m ing-masing bagian dalam instansi
perusahaan.

Susunan organisasi serta pembagian tugas (Job Discription) yang baik sangat
membantu anggotanya secara efektif dan mudah mencapai tujuan yang
diharapkan. Struktur organisasi sangat penting artinya dalam membina kerjasama
diantara semua karyawan dan menjadi pedoman untuk menjalin hubungan kerja
yang harmonis serta menciptakan keakraban, Adapun struktur organisasi pada PT

Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang J ember adalah sebagai berikut:
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STRUKTUR ORG

PT.BANK TABUNGAN NEGARA (PE

Per I Januari

ANISASI

2002

BANG

KEPALA CAl

RSERO) CABANG JEMBER

Gambar 1: Struktur Organisasi PT.BTN (Persero) Cab.Jember

KASI KASI PENYELIA KASI
RETAIL OPERASI- ACCOUNTING LOAN
SERVICE ONAL & CONTROL | | RECOVERY |
TELLER | rLoan | || BOOKEPING || PENY.
| KREDIT
SERVICE ADMIN | CONTROL |
|| CUSTOMER | GENERAL | LIl FINANCIAL i ]fg%%
BERVICE BRANCH IMPORTING |
LOAN TRANSACTION
SERVICE PROCESSING
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2.3.1 Susunan Tingkat Jenjang dalam Sturuktur Organisasi PT. BTN
(Persero) Cabang Jember
1. Kepala Cabang
Kepala cabang sebagai pimpinan tertinggi di PT. BTN (Persero) Cabang
Jember, dan juga langsung membawahi Kepala Seksi Retail Service, Kepala
Seksi Operation, Kepala Seksi Accounting and Control dan Kepala Seksi
Loan Recovery.
2. Seksi Retail Service
a. Unit Loan Service
b. Costumer Service
c. Teller Service
d. Teller Kontrak
3. Seksi Retail Service
a. General Branch Administration
b. Transaction Prosessing
c. Loan Administration
4. Seksi Accounting and Control
a. Bookkeeping and Control
b. Financial Reporting
5. Seksi Loan Recovery
a. Penyelamatan Kredit
b. Pembinaan Kredit
¢. Debitur Kolektif
2.3.2 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
1. Kepala Cabang
a. Mengelola hubungan dengan nasabah prima
b. Menyiapkan rencana bisnis untuk cabang
¢. Memotivasi bawahan dan rekan kerja
d. Mengambil keputusan bisnis
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. Seksi Retail and Service

. Loan Service

14

¢. Membuat perencanaan Sumber Daya Manusia
f. Menyusun kebijakan cabang sesuai tunjuk kantor pusat

g. Membimbing kampanye promosi dan gaya pemasaran

a. Menetapkan standart pelayanan nasabah yang tinggi untuk semua produk
Bank Tabungan Negara
b. Mengembangkan kemampuan menjual dari staff front office

¢. Membangun unit pelayanan nasabah yang sangat efisien

Melakukan wawancara kredit

Melakukan perjanjian kredit

BF:

Memberikan informasi produk kredit serta menerima aplikasi kredit baru

e o

Menyelesaikan klaim tunggakan

e. Menangani pelunasan kredit

f. Menangani alih debitur

g. Memberikan konsultasi penyelamatan kredit

Costumer Service

a. Memberi informasi kepada nasaba

b. Melakukan pembukuan semua rekening baru dan penutupan rekening
nasabah

¢. Menjawab pertanyaan umum dan melalui telepon

d. Memproses penggantian buku tabungan baru atau hilang

e. Melakukan permohonan pemindahan rekening

f. Menyelesaikan keluhan nasabah

Teller Service

a. Melayani setoran dan penarikan tunai maupun non tunai

b. Melayani pembayaran Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

c. Mengelola proses kas awal hari kas cabang

d. Mengelola fisik uang tunai Automatic Teller Mechine (ATM)

e. Memeriksa proses akhir hari reller dan kas cabang

f Melayani transaksi valuta asing
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6. Seksi Operation

a. Memproses transaksi secara efisien

15

dan akurat

b. Menyediakan pelayanan administrasi yang tepat waktu dan efisien

kepada cabang

¢. Menetapkan standar tinggi dalam

transaksi

d. Meminimalkan kesalahan dalam pr

. General Branch Administration
a.
b.

Manajemen personalia
Logistik

&
d.
e

Manejemen arsip
Keamanan
Kesekretanatan

. Transaction Processing

a. Memproses warkat kliring masuk

memproses volume kecepatan proses

oses transaksi

Perawatan dan pemeliharaan gudang

dan keluar

b. Entry data untuk semua batch data entry

¢. Proses nota pembukuan khusus d
d. Proses hal-hal khusus

9. Accounting and Control

n nota pembukuan umum

a. Memastikan integritas data akurasi catatan keuangan cabang setiap saat

b. Memastikan akurasi dan update fekening nasabah dan catatan keuangan

lainnya

c. Memastikan agar cabang mengikuti kebijakan dan prosedur yang

ditetapkan oleh kantor pusat

d. Menghindari kerugian finansial elalui tindakan pencegahan

10. Bookkeeping and Control
a. Kontrol data transaksi harian

b Memantau dan memeriksa kegiatan operasional cabang

¢. Memantau dan merekonsiliasi re

ening cabang


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

16

d. Mengelola pembuktian transaksi
e. Mengelola buku besar cabang
f Koordinator di dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan
11. Financial Reporting
a. Membuat administrasi pelaporan cabang
b. Memeriksa dan mengecek kebenaran pelaporan ke kantor pusat dan Bank
Indonesia
¢. Mempersiapkan dan menganalisa laporan keuangan
d. Mengelola dan mengawasi fasilitas pemrosesan data.
12. Loan Recovery
a. Mengelola resiko dan pinjaman BTN
b. Meningkatkan penagihan dan membangun kualitas asset BTN
¢. Memantau pinjaman untuk kemungkinan pengembalian kredit secara
penuh.
2.4 Kegiatan Pokok PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Berdasarkan Undang-undang No,20 tahun 1968 dan surat Menteri

Keuangan No.B.49/MK/IV/I/ 1974 kegiatan Bank Tabungan Negara dilaksanakan

melalui berbagai macam bentuk tabun

dengan memberikan pinjaman dalam ben

an dan memanfaatkan dana tersebut

Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Sebagai perusahaan umum milik negara yang bergerak dalam bidang jasa

keuangan untuk melayani kepentingan

asyarakat, baik perorangan maupun

badan usaha maka produk utama yang isediakan PT. Bank Tabungan Negara

(Persero) meliputi jasa pelayanan produk-produk perbankan. Produk
adalah instrumen atau perangkat yang dimiliki oleh bank,

perbankan
yaitu berupa produk

atau jasa yang ditawarkan bank kepada masyarakat. Adapun produk perbankan

yang ditawarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) antara lain :

a. Produk Dana
b. Produk Kredit
¢. Produk Jasa
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2.4.1 Produk Dana
1. Giro

. Deposito Berjangka

. Sertifikat Deposito

17

Adalah simpanan uang pada bank yan penarikannya dapat dilakukan setiap
saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lainnya.
Kecuali untuk giro valuta asing, penarikan dapat menggunakan
kwitansi/Bank Note/Traveller Chequé/Pemindahbukuan. Manfaat dari giro
adalah :

a. Sarana penyimpanan uang yang n dan terpercaya.

b. Menunjang aktivitas usaha dalam pembayaran dan penerimaan.
¢. Memudahkan aktivitas kebutuhan eluarga/pribadi/usaha.
Adalah simpanan masyarakat (depasan) pada bank, yang penarikannya
dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu dan kesepakatan yang
telah ditentukan. Manfaat dari Deposito Berjangka adalah :

a. Dapat dijadikan jaminan kredit (kr dit swadaya).

b. Bunga dapat dipindahbukukan untuk pembayaran rekening listrik,

telepon dan pembayaran angsuran.

Adalah suatu bentuk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank, dapat
diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Sertifikat
Deposito Bank adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang dikeluarkan
oleh bank.

Tabungan Batara
Adalah tabungan bebas yang bersifat multiguna dan fleksibel yang
diperuntukkan bagi semua lapisan | masyarakat baik perorangan maupun
secara kolektif Pengambilan dapat dilakukan secara bebas dan setiap saat.
Tabungan Batara adalah Tabungan identitas BTN yang merupakan
singkatan dari “Bank Tabungan Ne ara” dengan persyaratan sangat mudah

dan ringan serta dapat menikmati
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5. Tabanas Batara
Adalah suatu jenis tabungan bebas khusus disediakan melalui loket-loket
kantor pos di seluruh pelosok tanah air. Tabanas Batara dimaksudkan untuk

membantu anggota masyarakat dala hal penyediaan sarana menabung
melalui loket-loket yang dekat dengan domisili penabung.

6. Taperum —PNS
Adalah tabungan khusus yang disediakan untuk setiap pegawai negeri sipil
(PNS) melalui pemotongan gaji setiap bulan sebagai sarana untuk

mendapatkan fasilitas bantuan peru ahan baik untuk uang muka kredit

pemilikan rumah (KPR) maupun bantuan membangun rumah diatas tanah
sendiri.

2.4.2 Produk Kredit
1. KPR Paket — A

Terdiri dari : A. KPR Paket A-1
B. KPR Paket A-2

A. KPR Paket A-1
P-RSS

P-KSB

Terbagi atas dua bagian, yaitu : /.
2.
1. KP-RSS
Adalah Kedit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS) atau disebut
juga griya pemula yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara kepada
golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah
sangat sederhana dengan bantuan su sidi berupa bunga yang relatif rendah.
2. KP-KSB
Adalah Kredit Pemilikan Kapling Siap Bangun (KP-KSB) yang diberikan
oleh Bank Tabungan Negara kepada masyarakat yang berkeinginan
membeli tanah untuk membangun rumah sendiri, dengan syarat penghasilan
pemohon tidak lebih dariRp. 175.000.00/bulan dan luas tanah tidak melebihi

72 m’.
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B. KPR Paket A-2 (KPR Griya Inti)

Merupakan suatu paket pembiayaan
Tabungan Negara kepada masyarakat yang ingin membeli rumah sederhana
berikut tanah dengan luas bangunan.

2. KPR Paket — B (KPR-Griya Madya)
Adalah fasilitas kredit perumahan yang diberikan oleh Bank Tabungan
Negara untuk pembelian rumah berikut tanahnya dengan luas bangunan
tidak melebihi 70 m’.

3. KPR Paket — C (KPR- Griya Tama)
Adalah fasilitas kredit yang diberikan Bank Tabungan Negara untuk
membelikan rumah berikut tanahnya dengan standar bangunan diatas
ketentuan Rumah Sederhana (RS)| KPR Paket C merupakan kredit
pemilikan rumah komersil BTN yan diperuntukan bagi masyarakat yang
berpenghasilan menengah keatas dan enghendaki rumah yang lebih ideal.

4. KP - RUHA (Kredit Pemilikan Rumah Usaha)

Adalah kredit yang disediakan oleh Bank Tabungan Negara bagi
perorangan yang ingin membeli rumah usaha, yaitu bangunan rumah yang
berfungsi ganda sebagai sarana tempat usaha dan sekaligus sebagai rumah
tempat tinggal.

Jenis KP-RUHA adalah :

1. Kios/Ruko Sederhana/Ruko Inti
2 Ruko Madya/Ruko Elok
3.Ruko Tama/Ruko Super

5. Kredit Griya Multi (Kredit Rumah produktif)

Adalah kredit yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara kepada mereka
yang membutuhkan dana untuk keperluan produktif, komsumtif dan
investasi dalam rangka meningkatkan kemampuan ckonomis dalam arti

seluas-luasnya dengan jaminan tanah yang dimiliki pemohon.
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6. Kredit Griya Sembada (Kredit Ruma
Adalah kredit yang diberikan oleh

pembiayaan, pembelian, pengadaan ataj

20

h Sewa)
Bank Tabungan Negara untuk
u pembangunan proyek perumahan

tempat tinggal yang akan dikelola sebagai rumah sewa.

7. Kredit Yasa Griya (Kredit Kontruksi)
Adalah kredit yang diberikan oleh

Bank Tabungan Negara kepada

Developer atau Koperasi untuk membantu modal kerja dalam rangka

pembiayaan pembangunan proyek perumahan.

8. Kredit Triguna (Paket Kredit Terpad
Adalah paket kredit terpadu dengan

u)
3 (tiga) manfaat sekaligus yang

diberikan kepada masyarakat, baik formal maupun non formal untuk :

1 Pengadaan dan pematangan lahan

2 Pembiayaan konstruksi bangunan rumah

3 Modal usaha dalam upaya meningkatkan penghasilan.

9. Kredit Perumahan Perusahaan (KPP)

Adalah fasilitas kredit yang diberikan

Bank Tabungan Negara kepada suatu

perusahaan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan penyediaan

fasilitas perumahan dinas ataupun fasilitas pemilikan rumah bagi pegawai

perusahaan yang bersangkutan, yang

berlandaskan pada kerja sama jangka

panjang antara Bank Tabungan

mendukung program perusahaan.

perusahaan dapat digunakan untuk
tanah yang dimiliki perusahaan sendi

ada dalam jumlah/nilai (tertentu) yan

10. Kredit Modal Kerja (KMK)
A. KMK Kontraktor
Adalah kredit yang diberikan

Negara dengan perusahaan dalam
Pemanfaatan kredit perumahan bagi
membangun perumahan baru diatas
ti atau membeli perumahan yang telah

o dibutuhkan perusahaan.

oleh Bank Tabungan Negara kepada

Kontraktor atau Pemborong untuk membantu modal kerja di dalam

menyelesaikan pekerjaan boronga

n sesuai dengan kontrak kerja.
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11. Kredit Investasi

B. KMK Kontruksi Non Perumahan

Adalah kredit yang diberikan untu

pelaksanaan pembangunan gedung
jembatan dan lain-lain.
C. KMK Permanen
KMK Pemanen merupakan kredit
modal kerja sehubungan dengan pem
D.KMK Lainnya

Adalah fasilitas kredit yang berjangka y
yang disediakan Bank Tabungan Ne
baik
rehabilitasi. Fasilitas kredit yang di

investasi itu investasi baru,
bidang : a. Manufacture atau pabrik
b. Property(Hotel dan service
c. Infrastruktur (prasarana)
d. Pengangkutan
e. Pertanian
f. Pertambangan
g. Kehutanan
h. Perikanan
1. Perkebunan

j. Penginvestasian lainnya

ik membiayai modal kerja dalam

kantor, apartemen, hotel, jalan,

yang diberikan untuk pemenuhan

\berian kredit investasi.

vaktu menengah dan jangka panjang

gara untuk keperluan pembiayaan

perluasan, modernisasi maupun

berikan untuk investasi mencakup

apartemen)

12. Kredit Swadana
Adalah kredit yang diberikan Bank T
memerlukan dana dengan agunan/ja
yang telah di tempatkan di BTN.

abungan Negara kepada nasabah yang

minan dana Tabungan atau Deposito
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13. KUK - Batara
Adalah fasilitas kredit yang disediakan Bank Tabungan Negara untuk
masyarakat golongan ekonomi lemah (pengusaha kecil) guna membantu
modal kerja dan investasi dalam rangka pengembangan usahanya. KUK-
Batara diberikan berdasarkan atas kelayakan usaha tanpa agunan dimana
kredit tersebut dikaitkan dengan Tabungan Batara serta nilai kredit
maksimal Rp. 25.000.000/debitur diluar KPR. Sasaran KUK- Batara adalah
para pengusaha kecil dengan jumlah asset tidak melebihi Rp. 600.000.000
tidak termasuk tanah dan bangunan yang dimiliki. Nasabah didalam
menjalankan aktivitas usahanya di waj ibkan menabung melalui Tabungan
Batara ataupun Giro BTN, sehingga Bank dapat memantau perkembangan
usaha nasabah tersebut.
Jenis dan Jangka Waktu yang di berikan:
a. Kredit Modal Kerja (KMK)

Maksimal batas jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang 1

=

(satu) kali.

b. Kredit Investasi (KI)
Maksimal batas jangka waktu kredit adalah 4 (empat) tahun termasuk
grace period.

2.4.3. Produk Jasa
1. ATM-Batara (Kas Cepat)
Adalah suatu sarana pelayanan khusus Bank Tabungan Negara untuk

kemudahan nasabah pemegang Tabungan Batara dalam rangka pengambilan
dananya demi kepentingan bisnis maupun pribadi.

2. Safe Deposit Box (SDB)
Adalah fasilitas jasa pelayanan yang disediakan Bank Tabungan Negara
kepada masyarakat dalam bentuk kotak (box) sebagai sarana penyimpanan
barang-barang berharga dan dokumen penting (surat-surat berharga) yang
dirancang khusus serta dilengkapi dengan sistem pengamanan khusus dan

dapat disewa dalam jangka waktu da ukuran tertentu.
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Fasilitas yang diberikan antara lain:

a. Terjamin Kerahasiannya

Semua barang berharga, dokumen

lainnya disimpan sendiri oleh

23

penting dan barang-barang pribadi

nyewa sehingga Bank Tabungan

Negara tidak mengetahui barang yang disimpan dalam SDB (simpanan

tertutup).

b. Terjamin Keamanannya :

1) Sarana SDB terbuat dari loga khusus yang sangat bermutu.

2) Tersimpan dalam ruangan khusus yang tahan api, dengan

dilindungi pintu baja yang kokoh.

3)

Mempunyai kunci ganda, yaitu Master Key dipegang oleh bank

dan kunci box dipegang oleh |penyewa dimana kunci box tersebut

terdiri dari 2 (dua) buah anak kunci, sehingga pihak bank tidak

memiliki kunci cadangan.

3. Transfer (Dalam dan Luar Negeri)
Adalah suatu fasilitas jasa pelayan
masyarakat yang ingin mengirimkan
bentuk rupiah maupun valuta asing

disuatu tempat (dalam atau luar

pengiriman.
4. Inkaso

n Bank Tabungan Negara kepada
sejumlah uang (dana) baik itu dalam
yang ditujukan kepada pihak lain

negeri) sesuai dengan permintaan

negara untuk melakukan penagihan

yang wajib membayar tagihan) atas

inkaso tanpa dokumen di tempat lain idalam negeri.

Warkat Inkaso berdasarkan penerbitannya dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Warkat Inkaso Sendiri

Adalah warkat Inkaso yang diterbitkan oleh kantor Cabang BTN yang

wilayah kliringnya berbeda deng bank pengirim.

b. Warkat Inkaso Bank Lain

Adalah warkat inkaso yang diterbitkan oleh bank lain yang wilayah

kliringnya berbeda dengan wilay

kliring bank pengirim.
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5. Collection (Inkaso Luar Negeri)
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Adalah jasa bank untuk menagihkan pembayaran atas suatu

warkat/dokumen berharga kepada pihak ke-3 yang berada disuatu tempat

lain atas permintaan nasabah (sipenagih) dengan menggunakan jasa bank

koresponden diluar negeri.

Collection dapat dibedakan :
a.
b.

6. Garansi Bank

QOutward Collection (Inkaso Keluar)
Inward Collection (Inkaso Masuk)

Adalah suatu pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bank atas

permintaan nasabahnya (terjamin) [untuk menjamin resiko tertentu

(penggantian kerugian) yang timbul
tidak dapat menjalankan kewajibann

menerima jaminan.

abila pihak terjamin (nasabahnya)

dengan baik kepada pihak yang

Garansi bank diperlukan untuk :

a. Melaksanakan order atau pekerjaan dari pemerintah atau swasta.

b. Pembelian(penebusan) barang-barang dari penjual dengan pembayaran
secara angsuran atau pémbayaran dibelakang.

c. Pembongkaran barang-barang dari kapal asli konosemen (Bill of
Lading).

d. Penangguhan pembayaran kewajiban tertentu kepada negara (Dirjen Bea

7. Setoran ONH
Adalah suatu bentuk pelayanan dari

Cukai).

ank Tabungan Negara yang khusus

diperuntukan bagi umat islam yang berniat menunaikan ibadah haji.

8. Setoran Pajak dan Non Pajak

Adalah suatu bentuk pelayanan dari Bank Tabungan Negara sebagai Bank

Umum Pemerintah, yang ikut membantu melayani masyarakat untuk

menerima setoran pajak yang dib

menerima setoran bukan pajak lainnya

bankan kepada wajib pajak dan
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9, Remittance Service

Adalah jasa pelayanan kiriman u

25

(K.U) yang dilaksanakan atas

kerjasama antara Bank Tabungan Negara dengan Bank Simpanan Nasional

(BSN) Malaysia terhadap TKI dari Ma

aysia yang ingin mengirimkan uang

atau dana ke Indonesia. Remittance Service khusus dilakukan untuk Tenaga

Kerja Indonesia yang berada di malaysi

10. Ekspor

Adalah suatu aktivitas perdagangan

W

yang dilaksanakan dengan cara

mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean Indonesia dengan

memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ekspor dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah :
1) Memiliki Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP).
2) Mendapat izin usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah

Non Departemen.

11. Impor

Adalah suatu aktivitas perdagangan yang dilaksanakan dengan cara

memasukkan barang dari luar negeri

dengan memenuhi ketentuan yang berl

ke dalam wilayah pabean Indonesia

aku.

Impor dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki :

a. Angka Pengenal Importir Sementar;

b. Angka Pengenal Importir (APT).
c¢. Angka Pengenal Importir Terbatas (
12. Jual-Beli Valuta Asing
Merupakan jasa pelayanan Bank Tabu
ingin menjual atau membeli mata uz
catatan kurs pada Bank Indonesia.
13. Traveller Check
Adalah suatu cek yang dikeluarkan (d

2 (APIS).

APIT).

ngan Negara kepada masyarakat yang

Ing asing tertentu, yang mempunyai

terbitkan) oleh lembaga penerbit atau

issuer (Amex, Citicorp, Visa dll), sebagai sarana pengganti uang tunai dalam

melakukan perjalanan, baik didalam maupun diluar negeri. Traveller Check

sangat baik dan aman untuk dibawa berpergian (dalam dan luar negeri)



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

26

serta memberikan kemudahan bagi yang sedang melakukan perjalanan.
Traveller Check dapat berbentuk pecahan (jumlah) tertentu dan cek tersebut
dapat dipindahtangankan oleh pemiliknya, serta dapat diuangkan ditempat

tertentu (sesuai kerjasama yang disepakati).

14. SPPB (Surat Perintah Pemindahbukuan)

Adalah fasilitas pelayanan jasa yang disediakan oleh Bank Tabungan
Negara kepada nasabah yang telah mempunyai simpanan berupa Tabungan
Batara, Deposito dan Giro untuk |melakukan pembayaran transaksi
keuangan seperti angsuran KPR, kiriman uang, tagihan listrik, tagihan
telepon dan angsuran mobil. SPPB merupakan sarana pelayanan untuk
membantu nasabah dalam melakukan |aktivitas transaksi keuangan secara
otomatis sehingga yang bersangkutan dapat menghemat waktu serta tidak

perlu datang ke loket untuk melakukan transaksi langsung.

2.5 Misi Bank Tabungan Negara
Misi Bank Tabungan Negara adalah

dan modern serta memperoleh keuntungan

menjadi bank komersial yang sehat

yang memadai untuk dapat tumbuh

dan berkembang, juga mengutamakan usahanya dibidang pembiayaan perumahan

rakyat dalam rangka menunjang pembangunan nasional untuk mencapai

masyarakat adil dan makmur.

1. Melaksanakan kegiatan sebagai agen pembangunan dalam mensukseskan

program pemerintah dibidang pembiayaa perumahan rakyat

2. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan lainnya

serta menyalurkan dalam bentuk kredit.

2.6 Tenaga Kerja

PT Bank Tabungan Negara (Perserg) cabang Jember memiliki 36 orang

pegawai yang terdiri dari pegawai tetap dan pegawai outsourcing(honorer). Untuk

lebih jelasnya kita lihat tabel berikut in1:
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Tabel 1: Jumlah Pegawai PT.BTN (I ‘ersero)

Cabang Jember

Jabatan Jumlah
Pegawai Tetap
e Kepala Cabang 1
e Kepala Seksi 3
e Penyelia 2
e Pelaksana Staf Muda 1
e Pelaksana non Staf Muda 19
Pegawai Outsourcing (Honorer)
e Teller 1
e Satpam 2
e Pengemudi 1
* Pesuruh 2
e Penjaga Malam 1
36

Sumber: PT BTN (Perserc) Cab. Jember

2.7 Sistem Penggajian

Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember, gaji untuk

pegawai tetap langsung ditransfer dari kantor pusat ke kantor cabang masing-

ki di PT. Bank Tabungan Negara

masing lewat rekening yang mereka mil

(Persero) dengan pemindahbukuan.

Untuk gaji tenaga Outsourcing(honorer), gaji langsung ditransfer melalui

rekening yang mereka miliki di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), setelah

PT.Binayasa Putra Batara yang merupakan anak perusahaan dari PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) dan bertugas mengelola tenaga Outsourcing

mengirimkan sejumlah tagihan kepada BTN.
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III. PELAKSANAAN PRAKTEK

—

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan apabila Mahasiswa telah
menyelesaikan studinya minimal 100 sks. Praktek Kerja Nyata merupakan salah
satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) program Diploma I
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Jember. Diharapkan
Mahasiswa dapat mempraktekkan dan mengaplikasikan teori yang diterima
dibangku kuliah dalam dunia kerja sesungguhnya terutama dapat membantu
lembaga objek PKN di bidang Perpajakan.
Terdapat beberapa tahapan sebelum Praktek Kerja Nyata dilaksanakan yaitu :
a. Pembekalan

Sebagai tahap awal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata Mahasiswa harus
mengikuti pembekalan dengan baik. Pihak Fakultas memberikan pengarahan
mengenai prosedur, obyek, serta administrasi sebagai kelengkapan Praktek
Kerja Nyata.

b. Penentuan lokasi Praktek Kerja Nyata
Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan diatas diberikan kesempatan
untuk menentukan sendiri tempat PKN selanjutnya melakukan survei ke

lembaga, instansi, atau perusahaan objek PKN. Dari hasil survei PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) dalam kegiatannya sangat erat dengan bidang

Perpajakan, seperti bertindak sebagai pemotong PPh, pemungut PPN dan PPn-

ah bila memilih PT. Bank Tabungan

Negara (Persero) sebagai tempat Praktek Kerja Nyata.

BM serta pajak lainnya. Jadi sangat te

c. Observasi
Setelah lokasi ditentukan Mahasiswa melakukan observasi langsung ke tempat
Praktek Kerja Nyata sekaligus membawa proposal dan surat tugas dari
Fakultas. Apabila ada persetujuan secara tertulis dari PT. Bank Tabungan

Negara (Persero) Praktek Kerja Nyata baru dapat dilaksanakan sesuai waktu
yang di tentukan.

28
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Pengumpulan data dalam laporan ini| selain diperoleh dari hasil Praktek

Kerja Nyata juga didapatkan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku,

Undang-undang serta literatur lainnya yang berkaitan dengan perpajakan. Dalam

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis secara langsung membantu dan ikut

serta menjalankan aktifitas pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang

Jember.

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah

observasi yaitu mengamati keadaan di tempat Praktek Kerja Nyata, serta

melakukan interview yaitu menjalin komunikasi secara langsung dengan pegawai

yang bertugas menangani bidang perpajak

n di PT. Bank Tabungan Negara

(Persero) tidak lain bertujuan untuk memperoleh informasi tentang perpajakan

khususnya yang berkaitan dengan judul laparan. Dalam melaksanakan interview

penulis mengalami kesulitan sebab ditempatkan dibagian Loan Administration,

sedangkan data-data perpajakan berada dibagjan seksi operasional.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Cabang Jember sebagai berikut
Tabel:2Kegiatan PKN di PT. BTN (Persero) ("abang Jember

Minggu ke-I

» Pembekalan Praktek Kerja Nyata oleh bapak Munawar
selaku kepala seksi operasional dan sekaligus perkenalan

dengan para karyawan bagian administrasi kredit dan

bagian personalia y
» Konsultasi perencan
Praktek Kerja Nya

administration.

» Mendapatkan pengarahan dan penjelasan mengenai

produk kredit pemili
PT.Bank Tabungan N
» Mendapatkan penjel
khususnya PPh pasal
Negara (Persero) Cab

menangani bidang perpajakan.
kegiatan dengan pembimbing
yang bertugas di bagian /oan

kan rumah (KPR) dan non KPR di
egara (Persero) Cabang Jember.

lasan tentang pajak penghasilan
21 yang ada di PT. Bank Tabungan

ang Jember.
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minggu ke-11

» Entry data dokumen kredit kepemilikan rumah (KPR).

» Mencatat file dokumen pokok.

» Mencatat dibuku register tentang pelunasan sertifikat
sesuai dengan nama debitur dan nomor rekening.

» Mendapatkan penjelasan mengenai  sejarah perusahaan,

struktur organisasi, tugas dan wewenang tiap unit atau

seksi.

Minggu ke-I11 » Mendapatkan  penjelasan  mengenai  pelaksanaan
perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan
yang dilaksanakan gleh PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Cabang Jember.

» Entry data Bapetarum ke komputer.

» Pengajuan judul laporan Praktek Kerja Nyata.

» Mendapatkan penjelasan mengenai penghitungan PPh
pasal 21, khususnya tenaga Outsourcing.

Minggu ke- IV » Konsultasi mengenai|pajak yang harus disetor oleh PT.

Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.
» Mendapatkan penjelasan mengenai perjanjian kontrak
antara PT. Binayasa Putra Batara dengan PT. Bank

Tabungan Negara(Persero).

3.1.1 Lokasi Objek Praktek Kerja Nyata
Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di kantor PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Cabang Jember yang berada di JI. Ahmad Yani No. 05 Jember.

3.1.2 Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Sesuai ijin yang diberikan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama satu

bulan sejak tanggal 25 Pebruari sampai 25 Maret 2002. PT. Bank Tabungan

Negara (Persero) menerapkan 5 hari kerja secara efektif dengan jam kerja sebagai

berikut:
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Tabel 3: Jadwal kerja Pegawai PT.BTN (Persero) Cabang Jember

Hari Jam kerja Istirahat
Senin - Kamis 07.30-16.30 WIB 12.00 - 13.00 WIB
Jum’at 07.30 -16.30 WIB 11.30 - 13.00 WIB

3.2 Pedoman Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21
3.2.1 Pengertian PPh pasal 21
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/ PJ/ 2000 pasal 1 ayat (1)

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang

dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang disingkat PPh pasal 21 atau PPh

pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan

dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan

pekerjaan atau jabatan, jasa. dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21

dan 26 Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 tahun 2000.

3.2.2 Wajib Pajak PPh pasal 21

a. Pejabat negara.

b. Pegawai negeri sipil (PNS) adalah |PNS-Pusat, PNS-Daerah dan PNS
lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur
dalam Undang-undang No. 8 tahun 1974,

c. Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan
perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis,
termasuk yang melakukan peker) dalam jabatan negeri atau Badan

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

d. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang
menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala,
termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang
secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara
langsung.

e. Pegawai Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang

hanya menerima imbalan apabila-erang pribadi yang bersangkutan bekerja.
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f Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima

atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukannya di masa lalu,

termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari
Tua atau Tunjangan Hari Tua.

g Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima  atau
memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang
dilakukannya.

h. Penerima Upah adalah orang pribadi|yang menerima upah harian, upah
mingguan, upah borongan atau upah satuan.

3.2.3 Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh pasal 21

a. Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat atau pejabat lain dari negara
asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja
pada dan bertempat tinggal bersama mereka,dengan syarat:
= Bukan warga negara Indonesia
» Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar
jabatannya.

b. Pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam

Keputusan Menteri Keuangan No.611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember

1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri

Keuangan No.314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat:

» Bukan warga negara Indonesia

» Tidak menjalankan usaha/kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia.

3.2.4 Objek Pajak PPh pasal 21

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang
pensiun bulanan, upah, honorarium (fermasuk honorarium anggota dewan
komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur,
uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan
anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan

pajak, tunjangan iuran pensiun, premi asuransi yang dibayar oleh pemben
kerja dan penghasilan lainnya dengan/nama apapun.
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b. Penghasilan yang diterima atau diperpleh secara tidak teratur berupa jasa

produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan

tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang
sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau
Jaminan Hari Tua dan pembayaran lain yang sejenis.
e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam
bentuk apapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa kegiatan yang dilakukan oleh wajib
pajak dalam negeri, terdiri dari tenaga ahli, pemain musik, pembawa acara,
penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, foto model, pemain drama,
peragawan/peragawati, pemahat, pelukis dan seniman lainnya, olah
ragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, pengarang,
peneliti, penterjemah, pemberi jasa|dalam teknik komputer dan sistem
aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi dan pemasaran, agen
iklan, pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu
kepanitiaan, peserta sidang atau rapat dan tenaga lepas lainnya dalam segala
bidang lainnya, pembawa pesanan| atau yang menemukan langganan,
peserta perlombaan, petugas penjaja barang dagangan, petugas dinas luar
asuransi, peserta pelatihan, pendidikan dan pemagangan, distributor
perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis
lainnya.
f Gaji, gaji kehormatan dan tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang
diterima oleh pejabat negara, PNS, serta uang pensiun dan tunjangan lain
yang sifatnya terkait dengan uang
janda atau duda dan/anak-anaknya.

g. Penerimaan dalam bentuk natura

nsiun yang diterima oleh pensiunan

an kenikmatan lainnya dengan nama

apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
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3.2.5 Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak PPh pasal 21

a.

3.2.6 Pemotong Pajak PPh pasal 21

a.

Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi

kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.

Penerimaan dalam bentuk natura kenikmatan lainnya dengan nama
apapun yang diberikan oleh pemerint
luran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada
badan penyelenggara Jamsostek yang ibayar oleh pemberi kerja.
Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama
apapun yang diberikan oleh pemerintah.

Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

Pembayaran THT-Taspen dan THT sabri dari PT. Taspen dan PT. Asabri
kepada para pensiun yang berhak menerimanya.

Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil
zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan
pusat maupun cabang, perwakilan |atau unit, Bentuk Usaha Tetap yang

membayar gaji, upah, honorarium,

Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat,
pemerintah daerah, instansi atau llembaga pemerintah, lembaga negara
lainnya dan kedutaan besar Re blik Indonesia di luar negeri yang
membayarkan gaji, upah, honora jum, tunjangan dan pembayaran lain
dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan
kegiatan.

Dana pensiun, badan penyelengg Jamsostek dan badan-badan lain yang
membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
Perusahaan, badan dan Bentuk Usaha Tetap yang membayar honorarium

atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa
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termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang
melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dirinya sendiri bukan
untuk atau atas nama persekutuannya.

e Perusahaan, badan dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayar honorarium
atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan
jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar
negeri.

f Yayasan, lembaga kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa,
organisasi sosial politik dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun
disegala bidang kegiatan sebagai pembayar gajl, upah, honorarium, atau
imbalan dengan nama apapun sehtbungan dengan pekerjaan, jasa dan
kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

g Perusahaan, badan dan Bentuk | Usaha Tetap yang membayarkan
honorarium atau imbalan lain pada peserta pendidikan, pelatihan dan
pemagangan.

h. Penyelenggara kegiatan termas k badan pemerintah, organisasi
Internasional, perkumpulan, oran pribadi serta lembaga lain yang

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan membayar honorarium, hadiah

atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi
dalam negeri vang berkenaan dengan suatu kegiatan.

3.3 Pelaksanaan Pajak PPh pasal 21 atas Tenaga Qutsourcing

erupakan tenaga Dasar di PT.Bank

Tabungan Negara (Persero). Pada tahun 1998 krisis moneter melanda Indonesia

Tenaga Outsourcing awalnya

dan mempengaruhi kondisi perbankan di tanah air, kemudian banyak Bank yang
melakukan pembenahan dalam dunia |usahanya seperti diadakannya merger,
rekapitalisasi perbankan, dan sebagainya

Untuk menghemat dana dan efisiensi tenaga kerja PT. Bank Tabungan
Negara (Persero) Cabang Jember men adakan perampingan tenaga kerja yaitu
Tenaga Outsourcing berubah dari temaga dasar menjadi tenaga tidak tetap

(Honorer). PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kantor Pusat mengadakan kerja
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sama dengan PT. Binayasa Putra Batara sehingga lahirlah perjanjian

No.07/SPK/DSDM/PDR-RT/1999 Tanggal 2 September 1999 tentang

pengelolaan Tenaga Outsurcing. Tenaga Outsourcing tidak lagi menjadi bagian
PT. Bank Tabungan Negara (Persero), tetapi diserahkan seluruhnya pada
PT Binayasa Putra Batara dan hal ini berlaku untuk semua kantor Cabang yang
tersebar di Indonesia.

Tugas PT.Binayasa Putra Batara atas Tenaga Outsourcing adalah
menerima, memberhentikan, membina sesu i devisi masing-masing, menilai serta
memberi sangsi. Tenaga Outsourcing terdiri dari : Teller, Satpam,pengemudi,
penjaga malam dan pesuruh. Pembayar gaji atas Tenaga Outsourcing setiap
bulan dilakukan dengan cara PT. Binayasa Putra Batara mengajukan tagihan biaya
kepada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) dengan perincian sebagai berikut :

| Jumlah honor masing-masing karyawan

1L 1. PPh pasal 21

2. Turan Jamsostek

3. Askes yang di bayarkan

4. Fee + Supervisi Manajemen

5. DPLK beban karyawan

6. DPLK

PT Binayasa Putra Batara sebagai pemberi kerja seharusnya melakukan
pemotongan PPh pasal 21, akan tetapi dalam pelaksanaanya pemotongan PPh
pasal 21 atas Tenaga Outsourcing dilakukan oleh PT. Bank Tabungan
Negara(Persero)dengan memperhatikan | Keputusan Direktur Jenderal Pajak
No.KEP-545/PJ/2000 yang batasannya sebagai berikut:

1. Pasal 9 ayat ( 3) '

Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) vyaitu
penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan,
pemagang dan pegawai tidak| tetap lainnya berupa upah harian, uP@h
mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian dalam

satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp 240.000,00( dua ratus empat
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puluh rupiah), maka besarnya PTKP yang dikurangkan untuk satu hari
adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerimaan
penghasilan yang bersangkutan di bagi dengan 360.

2. Pasal 9 ayat (4)
Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)yaitu
penghasilan bruto yang diterima \pegawai harian, pegawai mingguan,
pemagang dan pegawai tidak tetap lainnya yang dibayarkan secara
bulanan, maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya
dari penghasilan yang bersangkutan.

3. Pasal 10 ayat (2)
Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagaimana dimaksud
adalah:
a. Bagi pegawai Tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan

biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau
Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun dan
PTKP.
b. Bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah
penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP.
c. Bagi pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai adalah
penghasilan bruto diknranL‘il dengan PTKP.

d. Bagi distibutor perusahaan multilevel marketing atau direct selling

dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan

dikurangi dengan PTKP per bulan.

PPh pasal 21 atas
Tenaga Outsourcing = (Penghasilan Bruto — PTKP) X Tarif pasal 17 UU PPh
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Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai berikut :

Setahun Sebulan
a. Untuk diri pegawai
Rp 2.880.000,00 Rp 240.000,00
b. Tambahan untuk pegawai
yang kawin Rp 1.440.000,00 Rp 120.000,00
¢. Tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarah Rp 1.440.000,00 Rp 120.000,00

dan semenda dalam garis
keturunan lurus, serta anak
angkat yang menjadi
tanggungan sepenuhnya,
paling banyak 3 (tiga) orang.

Tarif pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai pasal 17

Undang-undang Perpajakan tahun 2000 adalah:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
Sampai dengan Rp 25.000.000,00 5%
Rp 25.000.000,00 s/d Rp.50.000.000,00 10%
Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00 15%
Rp 100.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00 25%

Lebih dari Rp 200.000.000,00 35%
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Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai daftar

rekapitulasi gaji karyawan Outsourcing PT.Binayasa Putra Batara

Fany Angellia status tidak kawin (TKJ-) adalah seorang Teller di PT. Binayasa
Putra Batara. Dalam bulan Pebruari 2002 bekerja selama 22 hari dan menerima
upah (honorarium) sebesar Rp 750.000,00 serta masih banyak tunjangan lain yang

di terima.
Honor Rp 750.000,00
Tunjangan khusus Teller Rp 100.000,00
Uang makan Rp 275.000)00
Tunjangan perusahaan Rp 125.000,00
Tunjangan transport Rp 220.000,p0

+
Jumlah honor Rp 1.470.000,00
luran Jamsostek Rp 49.050,00
Askes dibayar sendiri Rp 30.000,00
DPLK Rp 75.000,00

+

Rp 154.050,00
"

Rp 1.624.050,00

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21
10 % X Rp 1.624.050,00 = Rp 162.405,00
Jadi besarnya pajak yang dibayar adalah =|Rp 162.405,00
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Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas Tenaga Outsourcing
menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000

sebagai berikut:

Fany Angellia (TK/-)

Upah (honorarium) pokok Rp 750.000,00
Tunjangan khusus Teller Rp 100.000,00
Uang makan Rp 275.000.00
Tunjangan perusahaan Rp 125.000,00
Tunjangan Transport Rp 220.000,00

Upah (honorarium) sebulan
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
¢ Untuk Wajib Pajak Pribadi

Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah:
5 % X Rp 1.230.000,00 = Rp 61.500,00

Rp 1.470.000,00

Rp 240.000,00

Rp 1.230.000.00

Jadi besarnya pajak untuk bulan Pebruarj yang harus dibayar = Rp 61.500,00

Hal ini seharusnya dikerjakan oleh PT. Binayasa Putra Batara dan pegawai yang

bersangkutan memperoleh bukti potong yang di buat setiap dilakukannya

pemotongan PPh pasal 21 tersebut.
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3.3.1 Hak dan kewajiban pemotong PPh pasal 21

Kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21 adalah :
a. Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau
Penyuluhan pajak setempat.
b. Pemotong pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang
diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor
Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
c. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetor PPh pasal 21
yang terutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan
an Pajak (SSP) ke Kantor Pos dan Giro
atau Bank Badan Usaha Milik Negara / Bank Badan Usaha Milik Daerah

dengan menggunakan Surat Seto

atau Bank-bank lain yang di tunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran
selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

d. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 sekalipun nihil
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke kantor
Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-
lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.

e. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik

diminta maupun tidak pada saat |dilakukannya pemotongan pajak kepada

orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun,
penerima Jaminan Hari Tua, penerima pesangon dan penerima dana
pensiun.

f. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 tahunan
kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan

menggunakan formulir yang di tentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam

waktu 2 bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pegawai tetap tersebut
berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti
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pemotongan di berikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 bulan
setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak
berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh
pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif pasal 17
Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 tahun 2000.

. Pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT
Tahunan PPh pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong pajak
terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan PPh pasal 21 |harus disampaikan selambat-lambatnya
tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Apabila pemotong pajak adalah
badan, maka SPT Tahunan PPh pasal 21 harus di tandatangani dan diisi
oleh orang selain wajib pajak terdaftar, maka SPT tersebut harus dilampiri
surat kuasa khusus.

Pemotong pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh pasal 21 dengan
lampiran-lampiranya yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT
Tahunan PPh pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pemotong pajak wajib menyetor kekurangan PPh pasal 21 yang terutang
apabila jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam suatu tahun takwim lebih
besar dari pada PPh pasal 21 yang disetor. Penyetoran tersebut harus
dilakukan sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh pasal 21 selambat-
lambatnya pada tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.
Hak-hak pemotong pajak PPh pasal 21adalah :
Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpajang
jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh pasal 21. Pengajuan

permohonan dilakukan secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenai

penghitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun pajak dan bukti

pelunasan kekurangan pembaydran pajak yang terutang. Pengajuan
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permohonan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun

Takwim berikutnya.
Pemotong pajak berhak untuk
setoran PPh pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh pasal 21 yang

emperhitungkan kelebthan pembayaran

terutang pada bulan berikutnya dalam tahun Takwim yang bersangkutan.
Pemotong Pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada
SPT Tahunan dengan PPh pasal 2] yang terutang pada waktu dilakukannya
penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan maka
diperhitungkan untuk bulan-bulan Jainnya dalam tahun berikutnya.
Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan
sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua
tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian
Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak
belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Pemotong pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur
Jenderal Pajak atas suatu Surat|Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihi] Kurang Bayar.

Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada badan peradilan
pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka
waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan dengan salinan
surat keputusan tersebut.
Hak dan kewajiban wajib pajak PPh pasal 21
Kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21 adalah :

Wayjib pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong
pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun

takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri. Surat

pernyataan tersebut dibuat untuk
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menyerahkan surat pernyataan kepada

pemotong pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada

permulaan tahun Takwim.
Wajib pajak berkewajiban memas
mempunyai penghasilan lebih daris

Hak- hak wajib pajak PPh pasal

ukkan SPT tahunan, jika wajib pajak

atu pemberi kerja.

21 adalah :

Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada

pemotong pajak. Jumlah PPh
dikreditkan dari pajak penghasilar
kecuali PPh pasal 21 yang bersifat

p
)

asal 21 yang telah dipotong dapat
untuk tahun pajak yang bersangkutan,

final.

- Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan tertulis kepada Direktur

Jenderal Pajak, jika PPh pasal 21 Vi
sesuai dengan peraturan yang berlal

dalam bahasa Indonesia dengan

ang dipotong oleh pemotong pajak tidak

ku. Pengajuan surat keberatan dilakukan

mengemukakan jumlah pajak yang

dipotong menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan

yang jelas.Pengajuan surat kebera
waktu 3 bulan setelah tanggal per
dapat menunjukkan bahwa jangka

tan ini dapat dilakukan dalam Jangka

motongan, kecuali apabila wajib pajak

waktu tersebut tidak dapat dipenuhi

karena keadaan di luar kekuasaannya.

Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam

bahasa Indonesia dengan alasan y

ang jelas kepada Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak(BPSP) terhadap keputusan mengenai keberatannya yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding ini diajukan

secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan

dilakukan dalam jangka waktu 3 bul

dengan salinan surat keputusan terse

an sejak keputusan di terima, dilampiri
but.
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3.4 Penilaian Kegiatan Perpajakan PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Cabang Jember khususnya pemot ngan, penyetoran dan pelaporan PPh

pasal 21 atas Tenaga Outsourcing.

I. PT. Binayasa Putra Batara sebagai pemberi kerja melakukan pengadaan,
penempatan, penilaian dan pemberhentian Tenaga Outsourcing.

2. Proses pembayaran upah (honorarium) diajukan oleh PT. Binayasa Putra

Batara ke PT. Bank Tabungan Negar.

buat.

(Persero) sesuai perjanjian yang telah di

3. Pelaporan Perpajakan atas Tenaga Outsourcing dilakukan oleh PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) dalam satu Surat Setoran Pajak (SSP).

PT. Bank Tabungan Negara (Perscro) NPWP: 01.001.609.5-626.001
melakukan kewajiban perpajakan mulai dari pemungutan sampai dengan
pelaporan pajak terutang secara rutin. engan memperhatikan ketiga hal diatas
dapat dilihat bahwa sebenarnya yang bertindak sebagai pemotong pajak atas
Tenaga Outsourcing adalah PT. Binayasa Putra Batara dengan NPWP :
01.573.019.5-025.000. Jadi perlu ditinjau kembali mekanisme pemotongan,
penyetoran dan pelaporan pajaknya.

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas Tenaga Outsourcing
dilaksanakan setiap bulan dengan me ggunakan rumus umum seperti yang
tercantum dalam Undang-undang PPh, |sampai saat laporan ini dibuat masih
menggunakan tarif lama dan perlu pembenahan sesuai Undang-undang terbaru
yaitu UU No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang seharusnya PT. Binayasa Putra
Batara melaksanakan penyetoran Pajak| Penghasilan (PPh) pasal 21 dengan
mengunakan Surat Setoran Pajak (SSP) kemudian di setor ke Kantor Pos dan Giro
selambat-lambatnya tanggal 10 bulan b rikutnya dan bila terlambat dikenakan
sangsi administrasi berupa bunga 2% sebulan dan pelaporannya menggunakan
SPT Masa PPh pasal 21 yang dila piri daftar bukti pemotongan Bukti

pemotongan dan SSP lembar ke — 3 di laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
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selambat-lambatnya tanggal 20 bulan erikutnya dan bila terlambat di kenakan
sangsi administrasi berupa denda Rp 50/000,00.
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipungut dari Tenaga
Outsourcing setiap bulan mengalami perubahan,hal ini disebabkan adanya
beberapa faktor diantaranya kenaikan pah (honorarium).tambahan uang makan,
tunjangan perusahaan, dan jumlah hari Kerja karyawan.
Dari data-data yang penulis peroleh PT Bank Tabungan Negara (Persero)
cabang Jember telah melaksanakan ke ajiban perpajakan dengan tepat waktu,
sehingga terhindar dari sangsi administrasi perpajakan, tetapi perlu di teliti
kembali proses dan tarif yang digunakan dalam pemotongan pajaknya
diantaranya:
1. Pemotongan PPh pasal 21 atas Tenaga Outsuorcing harus dilakukan oleh PT,
Binayasa Putra Batara.

2. Bukti potong vang dibuat oleh PT. Bank Tabungan Negara tidak benar, sebab
PT. Bank Tabungan Negara sebagai wajib pajak juga bertindak sebagai
pemotong pajak. Apabila PT. Bank Tabungan Negara memungut pajak atas PT.
Binayasa Putra Batara maka pajak y g dikenakan adalah PPh pasal 23 yaitu
penyediaan atas jasa Tenaga Outsour ing.

3. Bukti potong PPh pasal 21 untuk
tahunan 1721 Al di akhir tahun dan

potong sebagaimana pegawai lepas.

sawal tetap menggunakan formulir SPT

agl pegawai tidak tetap tidak perlu bukti

4. Pajak atas Tenaga Outsourcing di laporkan oleh PT. Binayasa Putra Batara
sendiri dengan NPWP yang dimiliki sedangkan untuk pegawai tetap pelaporan
pajaknya merupakan kewajiban PT. Bank Tabungan Negara.
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cabang Jember dapat diketahui:
l.

(8]

IV. PENUTUP

Dari hasil Praktek Kerja Nyata|di PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21| dikenakan terhadap wajib pajak vaitu

pegawai tetap dan pegawai honorer (Outsourcing) yang menerima penghasilan

berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan

dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Pajak penghasilan ini
merupakan pajak subyektif yaitu pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak
dan pembayarannya tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang

lain.

. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) melaksanakan penghitungan, penyetoran

dan pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan sistem Self Asessment System.
Sedangkan dasar penarikan pajaknya menggunakan tarif pajak progresif yaitu
persentase tarif akan semakin besar bila jumlah penghasilan kena pajak (PKP)
semakin besar. Hal ini dimaksudkan agar pengenaan pajaknya dapat

dilaksanakan secara adil.

. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Tenaga Outsourcing dilaksanakan secara rutin.

Jumlah tagihan terlebih dahulu dipatong pajak kemudian baru ditransfer ke

rekening masing-masing karyawan rekening PT. Binayasa pada PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) cabang| Jakarta Harmoni. PT. Bank Tabungan
Negara (Persero) menyetor pajak k¢ kantor Pos dan Giro dengan SSP dan
melaporkan pajak yang terhutang| ke Kantor Pelayanan Pajak dengan

menggunakan SPT Masa beserta lampirannya sebelum tanggal jatuh tempo.

=18

Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna karena

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki karena itu kritik dan

saran sangat diharapkan. Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca

dan penulis sendiri.
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

71, Kalimantan - Kampus Tegalboro, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. (0331) - 335586 Jember 68121

Lanail : IfiJipujuj;' @ jernbey, wasantara.nctad Aelp. (0331) 332730
Nomor S35 /125.1.2/PP.9/2002 Jember, 20 Februari 2002
Lampiran ; e
Perihal : Permohonan Tempat Magang

Kepada Yth : Direktur Bank Tabungan Negara
Ji. Ahmad Yani No. 5
di

-Jember.

Dengan hormat;
Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi D-II
Perpajakan Jurusan Imu Adminigtrasi Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan mimmal 100

SKS diwajibkan untuk mengikut: kegiatan magang,

Sehubungan dengan hal tersebut i mengharap kesediaan Bapak memberikan
kesempatan kegiatan magang mahasisw pada Bank Tabungan Negara Jember.
Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang tersebut éebaga_i

berikut.
No Nama NIM
1. | Emi Prasetyawati 99 - 1016
2. | Eni Supriyantina 99-1018
3. | Siti Choiriyah 89 - 1040
4. | Agus Widhianto 99 - 1104

Demikian permohonan kami afas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan
terima kasih.

an.Dekan
Pemnbantu Dekan I,
R o
f‘
. P v

i e -
TN & P,
\l‘g:‘! :

W "3 «vﬁg ,Aguszudﬁwrdlo MA

Tembusan kepada Yth :
1. Ketua Program Studi D-IIT Perpajakan FISIP. UNEJ

2. Kasubag. Pendidikan FISIP. UNEJ
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEIVIBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fsipuney @ jesbes; wasanenra.ner.id Telp. (0331) 332730

SURAT - TUGAS i
No.: s5¢ /125.1.2PF.9/2002

Dekan Fakultas Dmu Sosial dan Hinu  Politik  Universias  Jemiber
menipaskan kepada mahasiswa vang namanya tereantun: dibawah i -

(No. | Nama [T NiM_ ]

(L | P Praetgawati 1951036 |

} Eni Supriyantiv. 99- 1018 l

! £ Sitt Choiriyah 99- 1040 f

L) AgsWidbiafe [ ] 993104 ]

unptuk mengilti  progrmn keoiutay
Jember, selama 30 hari terhitung

tmggai 15 Maret 2002 Mahasisw

magang berdasarkan tata ierhiv dan 4
Demukian sural tugas i dibuat uatuld

wagang pada Bank Tabungan Negara
sejak fanggal 25 Pebruari 2002 s/d
a  diwajibkan  mengikuti  kegiatan
siphin kerja yang berlaku,

ditaksanann dengan sebaik-baiknya

Jemiber, 24 Februan 2002

Tembusan kepada Y.
1. Ketua Program Studi D-UHI Perpuiakan FISI NI
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNiw

e

ianQngg. mrenord
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FAKULTAS ILMU SOS

e, (0331) 335586 Jwmber 68121

DEPARTEMEN PEND
UNIVERSITAS JEMBER

Ji Ralimantan Kampus Buai Tegal
1

IDIKAN NASTORAL

s POL

LAL DAN TLMU POLITIK
Tota Juuher Telp. (331) 33535 331342,
il « Flisipune] @ jensber, wasanbua neiid

—

DAFTAR KEGIATAN KC NSULTASI/ BIMBINGAN LAPORAN AKTIIR

PROGRAM STUDI: DIPLOMA DT PR

Nama Mahasiswa

RPAJAKAN/ PARTWISATA

ENI SUPRIYANTINA

Nomor Induk Mahasiswa 990503101018

__JL.BANGKA 1 /|

Alamat Mahasiswa

Jurusan

12 JEMBER

IEMU ADMINISTRASI

Program Studi

D - IITI PERPAJAKAN

Judul Laporao Akhir FEMOTONGAN PPl

{ PASAL 21 ATAS TENAGA OUTSOURCING

PADA PT.BANK 1

'ABUNGAN NEGARA' (PERSERO)

CABANG JEMBER

e e

T T T i S 0 e st

Dusen Pembimbing __Drs.Ec HARTOJO BOEDI P. )
No Hari'Tanpgal Jam Uraian Kopgiatan Ted Peaih/Ass.
1.123 APRIL 2002]11.30 | PENGAJUAN JUDUL LAPORAN A /
2.|30 APRIL 2202 11.3Q, KONSULTASI BJRB I DAN BAB II / A
’__ZL_EZ1 MEI 2002 11.30 | REVISI BAB I DAN BAB II / - .
4./28 MEI 2002 11.30 rKONSULTASI BAB III /
5./ 11 JUNI 2002 |[11.30 | REVISI BAB I[I / ’
6. 18 JUNI 2002 [11.00 A C C Fi
- A e .
Catatan : 1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada cetiup konsultasi

2. Ditanda tangani oleh Dosen .Pembumbing Laporan Akhir )
3. Diserahlkan kepada Fetia Jurusan /Penib, Uaporan Akhir setelah konsultasi.
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PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)
CABANG JEMBER

SURAT KETERANGAN

No. / JR-IIl / SAKT. Pa /iXg 2002

PIMPINAN
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
CABANG JEMBER

MENERANGKAN, BAHWA

NAMA LNT SUPHI‘I‘?T'I‘IN";
TEMPAT/TGL LAHIR
ALAMAT

PERNAH MENJALANI PRAKTEK|KERJA LAPANGAN DI
BANK TABUNGAN NEGARA CABANG JEMBER. dari
S/D TANGGAL

DENGAN HAS||. _Baik

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBERIKAN KEPADA YANG
BERSANGKUTAN AGAR DAPAT DIPERGUNAKAN SEPERLUNYA

CABANG JEMBER

— -
e A""/
%/
£ AT
" MINAWAR™
Kl Operasional

PT. BANK FABUNGAN NEGAR? (PERSERO)

NV

[
1‘!\ ’
>

s
3P
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DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA

PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER
BULAN FEBRUARI-MARET 2002

NAMA : ENI SUPRIYANTINA
NIM : 990903101018
JURUSAN : DIl PERPAJAKAN
TANDA TANGAN "[
NO HARI TANGGAL

HADIR PULANG | °

1, SENIN 25 PEBRUARI 2002 gi’mdm%;_r Frgr
2. SELASA 26 PEBRUARI 2002 &i%gp_ s [,f_

RABU 27 PEBRUARI 2002 éfupsff-‘ & _‘dlg’r'_ :

3
4 KAMIS 28 PEBRUARI 2002 %‘FMJ,,{P_ 5?.“6,5;;
5, JUMAT 1 MARET 2002 qw,q_f__ ‘{]EM;-,S,C?
6.
7
8

SENIN 4WARET2002 Rl [Fnyl |
SELASA 5 MARET 2002 Qfma,,sp:_ ’v'l‘r\%g*;
; RABU 6 MARET 2002 gmhsp; gfm&qgf_
9, KAMIS 7 MARET 2002 ?“‘PSI:’ T;—‘fma- o]
10. JUMAT 8 MARET 2002 Efmr,gp’— S

# :

Tl SENIN 11 MARET 2002

12. SELASA 12 MARET 2002 ?“%{F’ %Lr,xp
13. RABU 13 MARET 2002 ‘wa,q;_ .EFW.SP

14, KAMIS 14 MARET 2002 . MW"’“ impgpﬁ_ o

15. JUMAT 15 MARET 2002

16. | SENIN 18 MARET 2002 [cFx Frpd
17 SELASA 19 MARET 2002 ?’W,g}r, %&W

18. RABU 20 MARET 2002 ‘5& J ‘Qﬁu ’
19, KAMIS 21 MARET 2002 L L o SR |

20. JUMAT 22 MARET 2002 ‘{fnﬁ’,‘—— f\.W—-
21. SENIN 25 MARET 2002 Q&,W, ?’“&"SF"

Mengetahui,
alg Sie.Operasional

Pembimkj g/l:jpangan
s

-

}
v .
——

EKO KUSWANTORO B0 N A WA R
NIK. 5523 NIK. 1570
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2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 « ang
Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Re  olik

3. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000

4. Peratuan Pemerintah Nomor 149 Tahun

Warta Perundang-undangan No. 2038/Selasa, 20-03-200/

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTQNGAT
PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 $EH
KEGIATAMOR

(Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor K

DIREKTUR JEN

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat
(8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor |17 Tahur 2000 perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan,
Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal
21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan Jasa,
Dan Kegiatan Orang Pribadi;

Mengingat : :

i. Undang-undang Noemor 6 Tahun 1983 (entang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Parpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3262) sebaguirwana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomar 16 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3984);

Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tar: ahan
Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2000 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985):

tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun
Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4055);

200
tentang Pemotengan Pujak Penghasilan Pz 1121
Atas Penghasilan Berupa Uang Fasangon, Uang

Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau
Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik

N, PENY R L UICAIy trenis & soinnn -

UBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN
LANG PRIBADI

JP-545/RJ./2000 tanggal 29 Desember 2000)

DERAL PAJAK,

Indonesia Tahun 2000 Nomor 226, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4067);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994
tentang Pajak Fenghasilan Bagi Peiabat Negara,
Fegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan Para
Pensiunan atas Penghasilan yang Dibcbankan
Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3577);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tuhun 1993
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Repubiik Inde-
nesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3520);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/
KMEK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang
Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan
Penyetoran Paiak, Tempat Pembayaran Pajak,
Tata Cara Pembayarun; Penyetoran, dan
Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pemberian
Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6117
KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang
Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Perwakilan
Organisasi Internasional ¢an Pejabat Perwakilan
Organisasi Internasionzl, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Keputusan Menteri
Keuangaa Nomor 3 14/KMK.04/1998 tanggal 15
Juni 1998;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/
KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang
Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan
Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan
Serta Pegawai Tidak tetap Lainnya yang Tidak
Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/

KMEK.04/1998 tanggal !8 Desember tentang
Besarnyu Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang

i1

¥
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2. Pejabat Negara adalah ;

dapat Dikurangkan dari Penghasilan B
Pegawai Tetap atau Persiunan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJ
TENTANG PETUNJUK PFLAKSANA
PEMOTONGAN, PENYETORAN, D
PELAPORAN PAJAK PENGIIASILAN PAS
21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGCAN DENG
PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORA!
PRIBADI.

QZCZ2ZA

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

I.  Pajak Penghasilan sehubnngan dengan pekeriaan,
lasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib
Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal
atan PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilpn
berupa gaji, upah, honorarium, tunjangs:  dhn
pembayaran lain dengan ama dan dalam  tuk
apapun sehubungan dengan pekerjaa: 1tqu
jubatan, jasa, dan kegiatan sebagaimanadic  ksud
dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

a) Presiden dan Wakil Presiden;
b) Ketua, Wakil Ketua, can Anggota DPR/MPR,
DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
¢) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemerik
Keuangan;
d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Haki
Mahkamah Agung;
¢) Ketuadan Wakil Ketua De'wan Pertimi: ngan
Agung;
f) Menteri, Menteri Negara, dan Menteri Mu
g) Jaksa Agung;
h) Gubernurdan Wakil Gub :rmur Kepala Daerah
Propinsi;

Warta Perundang-undangan No. 2038/Se!asa, 20-03-2001
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i) Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah
Kabupaten;
j) Walikota dan Wakil Walikota.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat,
PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah sebagaimar a diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun (974,

Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang
melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau
kesepakatan kerja baik tertulis mupun tidak
tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan
dalam jabatan negeri atau badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah.

Pegawai Tetap adalah oraag pribadi yang bekerja
pada pemberi kerja vang menerima aiau
memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara
berkala, termasuk anggota dewan komisuris dan
anggota dewan pengawas yang secara teratur terus
menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan
secara langsung.

Pegawai derigan status Wajib Pajak luar regeri
adalah orang pribadi yany: tidak bertempat tinggai
di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih
dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang
menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/
atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan,
jasa, dan kegiatan,

Tenaga Lepas adalah orung pribadi yang bekerja
pada pemberi kerja yang haniya menerima imbalan
apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

Penerima Pensiun adalah c.ru:.ng pribadi atau anli
warisnya yang menerima atau memperoleh
imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di imasa
lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya
yang mencrima Tabungan Hari Tua atau Jaminan
Hari Tua.

Penerima Honorarinm adalah orang pribadi yang
menerima atau memperoleh imbalan sehubungan
dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang
dilakukannya.

. Penerima Upah adalah orang pribadi yang

menerima upah harian, upah mingguan, upah
borongan, atau upah satuan,
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. Upah Harian adalah upah yang terutang atau

dibavarkan atas dasar jumiah hari kerja.

. Upah Mingguan adalah upah yang terutang atau

dibayarkan secara mingguin.

Upah Rorongan adalah upah yang terutang atau
dibayurkan atas dasar penyclesaian pekerjaan
tertentu,

. Upzah Satan adalah upsh yang terutang atau

dibayarkar 1tas dasar banyaknya satuan produk
yang dihasilkan.

. Honorarium adalah imbal~n atas jasa, jabatan,

atau kegiatan yang dilakukan.

. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah

hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui
suatu perlombaan atau adu ketan gkasan.

7. Magang adalah aktivitas untuk memperoleh

pengalaman dan atau keterampilan dan atau
keahlian «zhubungan dengan pekerjaan yang aks’
difakukan,

. Bea Siswa aalah pembayuran kepada pegaw

tetap, tidak tetap, dan calon pegawai, yai g
ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti
program pendidikan yuag ditetapkan oleh
pemberi kerju vang terikat dengan kontrak atau
perjanjian kerja atau penbayarin yang dilakukan
oleh suatu institusi kepada orang pribadi yang
tidak mempunyai ikatan kontrak atau perjanjian
kerja untuk mengikuti suatu program pendidikan.

. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu

rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat,
sidang, seminar, lokakarya (workshop),
pendidikan, pertunjukan, dan olahraga.

0. Kegiatan muliilevel marketing atau direct sellir

adalah suatu sistem penjuaian secara langsung
kepada konsumen yang dilukukan secara berantai
aleh orang perorang schagai distributor
perusahaan multilevel marketing atau direct sell-

ing. ;

.1, Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh

seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh
orang musiim sesuai dengan ketentuan agama
untuk diberikan kepada yang berhak
Imenerimanyit.

WWarta Perundang-undangan No. 2{)33/32!{1:0, 20-03-2001

BABIT
PEMOTONG PAJAK DAN PENERIMA
PENGHASILAN -
YANG DIPOTONG PAJAK

Pasal 2

Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal
26. yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak
adalah :

u.  pemberi kerja yang terdiri dari orang prib.adi
dan badan, baik merupakan pusat mipin
cubang, perwakilan aiau unit, bentuk usude
tetap, yang membayar gaji, upah, h na-
rariwm, tunjangan dan pembayaran lain
dengan nama apapun sebagai imbalan sehu-
bungan dengan pekerjaan atau jasa yang
dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

b. bendaharawan pemerintah termasuk
bandaharawan pada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daeraly, instansi atau lembaga
pemerintah, lembaga-lembaga negara
lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indo-
nesia di luar negeri yang membayarkan gaji,
upah, honorarivm, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama atpapun
sehubungan dengan pekerjaan atau jubatas,
jasa, dan kegiatan;

c. danapensiun, badan penyelenggara Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain
yang membayar uang pensiun dan Tabungan
Hari Tua atau Jaminan Hari Tua,

d. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap,
yang membayar honorarium  atau
pembayaran lain sebagai imbal.n
sehubungan deagan kegiatan, jasa lermasuk
jasa tenaga ahli dengan status Wajib Jajak
dalam negeri yang melakukan pekerjaan
bebas dan bertindak untuk dan atas namany:
sendiri, bukan untuk dan atas nama
persekutuannya;

e. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap,
yang membayar honorarium atau
pembayaran lain :ebagai imbalan
sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang
dilakukan oleh orang pribadi dengan stitus
wajib Pajak Juar negeri;
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{2) Dalam pengertian pembert kerja sebaguiman
dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasak jug
badan atau organisasi internasional yang tidal
dikecualikan sebagai Pemotong Pajal
berdasarkan Keputusan Menteri Kenangan sesuft
dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undan

yayasan (termasuk yayasi di bidang
kesejahteraan, cumah sakit, pendidikan,
kesenian, ofalwagad, kebudayaan), lembaga,
kepanitiann, asosiasi, pcrkumpulnn.
organisasi massd organisasi sosial politik.
dan orpanisasi lainnya dalam bentuk apapun
dalam segald pidang kegiatan sebagai
pembayir gajl, upah, honorarium, atad
imbalan dengan pama apapun sehubungan
dengan pL‘kt:rj:mn.j:lS:l. kegiatan yang
dilat. kan olch orang pribadi,

perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap,
yushg membayarkan hovorarium atat imbalan
Jam kepada pesertit pendidikan, pelatihan,
dun pemagangan:

penyelenggard kegiatan (lcrmasuk badan
pemerintall, organisasi termasuk organisas’
internasional, pm‘kum]nﬂan. orang pribad
serta lembaga lainnya yang
l:mnyc\cngguf'nknn kegiatan) yan
membayar honorarium, hadiah ataw
penghargaan dalam bentuk apapun kepada
Waiib Pajak orans pribadi dalam negerl
horkenaan dengin spaty kegiatan.

T S = =

. 3N
v =

undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajai-

Penghasilan schagaimana telah diubah terakl
dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 200

(3) Perusahaar Jdan badan sebagaimana dimaksu

r

5=

d

datam Ayari1) puruf d, e, dan g termasuk Badlen
Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik
Daerah, perusahaan swasta dengan nama dan
dalam benwk apapun, dan badan atau organisasi
internasional datam bentuk apapun yang ! dak
dikecualikan sebagai Pemotong Paiak
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan s suai
dengan keteptuan Pasal 21 ayat (2) Undang-
undang Nomer 7 Tahun 1983 tentang Pajak’
Penghasilan sebagaimana telah dinbah terakhir
_dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pasal 3

Pencrima penghasilan yang dipotong Pih Pasal
01 dan atau PPh Pasal 26 berdasarkan Keputusan ini
adalah orang pribadi sebagaimaiia dimaksud dalam
Pasal | angka 2 sampai dengan angka 10 serta orang
pribadi lainnya yang menerima atau mempcm!e\;
penghasilan sehubungan dengan pelerjaan atu
jabatan, jasa. dan kegiatan dari pemotong Pajak
scbagaimana d_i'maksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Tidak tecmasuk datam pengertizn penerima
nenghasilan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3
adalah :

2. pejabat perwakilan diptomatik dan konsulot atau
pejabat lain dari negara asing. dan orang-orang
yang dipcrbamuk:m kepada mereka yiany bekerja

. pada dan pertempat tinggal persama mereka,
dengan syarat pukan warga negard Indonesta dan
di Tndonesia tidak menerima atadt memperolzh
pf:ngh:\si‘.an lain di luar jabatas atas pekerjaannya
ersebut serta negara yang bersangkutan
memberikan perlakuan timbal bulik:

b, pejabai perwakilan organisisi internasional
sebagaimana dimaksud dalam Keputusii M atert
Keaangan Nomor 61 1/KMK.24/1994 ngual 23
Desember 1994 sebagaimana tefah diubah
terckhir dengan Keputusan Menteri [Ceuangan
NmnorBMIKMK.OdIlQ% tanggal 15 Juni 1998,
dengan syarat bukan warga negard Indonesiadan
tidak menjalankan usaha atan kegiaian atau
pekerjaan lain untuk memperoleh potiphasan
dari Indonesia.

BAB IIL
PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAaJAR

Wortn Porundane-undangan No. 2038/Selasa, 20-03-2001

Pasal 5

(1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

a. penghasilan yang diterima atas i peroleh
secara teratur berupa gaji, uang nensiun
pulanan, upah, honorarium (term § heno-
rarium anggota dewan komisacis atau
anggota dewan pengawas), prer Latanan,

14

-
e e i
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wang lembur, uang sokongan. wang wngey,
pang ganti rugi. (unjangan isteri, tunjangan
anak, tunjangan kemahalan, tunjangan
jabatan, tunjangin khusus, tunjangan
{ranspot, unjangan pajik, unjangan uran
pensiun, tunjangan peadidikan anak, bea
siswa, premi qsuransi vang dibayar pemberi
keria, dan penghasilan ternur lainnya dengan
nama apapung

b, penghasilan yang diterima atau diperoleh
secara tidak teratur berupa jasa produksi,
tantiem, gratifikasi, (unjangan cuti, tunjangan
hari raya, tunjangan tahun bati, bonus, premi
rhunan, dan penghasitan sejenis lainnya
yang sifatnya tidak tetap;

c. upah harian, upath mingguan, upah sawan
dan upah berongin

¢, uang tebusan pensiun, wang pesangon. uar
Tabungan Han Tua sta Jaminan Hari Tre,
dan pembayaran lsin sejenis;

¢.  honorarium. uang «uku, hadiah atau
penghargais deagannanil dan dalam bentuk
apapun. komisi. fea, dan pembayaran lain
sebagat imbalan sehiabungan dengan
peket jan, jasi, clan kegiatan yang dilakukan
oleh Wajib Pajak darlun negeri, terdird dari :
1. tenaga ahli schagaimana dimaksud
datam Pasul 9 ayat (7);

2. pemain musik, pembawa acard,
penyanyi, pelawak, bintang film, bintac_,
sinetron, hintang iklan, sutradara, cre
film, foto model, peragawan/peragawe
pemain drama, penari, pemahat, pelukis,
dun seniman lainnyag
olahragawan;

4, penasihat, pengajar, pelatih,
penceramah, penyuluh, dan moderator;

5. pengarang, peneliti, dan penerjemah

6. pemberi jusagdalam segala bidang
ermasuk teknik, komputer dan sisterm

e

aplikasinyas. telekomunikasi,
clektronika, fotografi, ekonomi dan
sosial;

~

agen iklan;
pengawas, pengelola proyek, anggota
dan pemberi jusa kepada suatu

b

Warta Perundang-undangan No. 2038/Selasa, 20-03-2001

kepanitiaan, pesertd sidang atau rapat.
dan tenaga lepas lainnya dajam segala
bidang kegiatan;

9. pembawa pesanan
menemukan langganan;

10. peserta pe rlombaan;

I1. petugas penjaja barang dagangan;

12. petugas dinas luar asuransi;

3. peserta pendidikan, pelatihan, dan
pemagangait;

14. distributor perusahaan multilevel mar-
keting atau direct selling dan kegiatan
sejenis lainnya.

atau  vang

Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-
tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang
diterima oleh Pejubat Negari, Pegawali
Negeri Sipil serta uang pensiun dan
(unjangan-tunjangan lain yang sifatnya
terkait dengan uang pensiun yang diterima
oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan
atau anak-anaknya.

Penghasilan yang dipotang PPh Pasal 21
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk
pula penerimaan dalam bentuk natura dan
kenikmatan lainnya dengan namit apapun Yung
dibegikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib
Pajuk yung dikenakan Pajuk Penghasilan yang
persifat final dan yang dikenukan Pajak
Penghasilan berdasarkan norma penghitungan
khusus (deemed profit).

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah
imbalan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2) dengan nama dan-dalam bentuk
apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi
dengan st...us Wajib Pajak luar negeri sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Pasal 6

Untuk keperluan penghitungan PPh Pasal 21 atau

pPPh Pasal 26, penghasilan yang diterima atau
diperoleh dalam mata uang asing dihitung herdasarkan
nilai tukar (kurs) yang ditetapkan olch Menteri
Keuangan yang berfaku pada saat pembayaran
penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan

sebagai biaya.

-3
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'Ph Pasal 21 adalah ;

d.

o

PENGURANGAN YANG DIERBOLEHKAN

(n

Pasal 7
Tidak termasuk dalam pengertian yang dipotong

pembayaran asucansi dari perusahaan asuransi
keschatan, asuransi kecel+kaan, asuransi jiwa,
asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan
kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
iuran pensiun yang dibayarkan kepada dapa
pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan can iuran Jaminan Hari Tha
kepada badan penyelenggara Jamsostek yahg
dibayar oleh pemberi kerja;
penerimaan dalam bentuk natura dan kenikma | 1
lainnya dengan nama apapun yang diberikan of| 1
Penieriniah;
kenikmatan berupa pajak yang ditanggung algh
pemberi kerja;
zakat yang diterima oleh pr.badi yang berhak dari
badun atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau
disahkan oleh Pemerintah.

BAB IV

Pasal §

Besarnya penghasilan neto pegawai t.rp
ditentukan berdasar penghasilan bruto dikura’| 5i
dengan :
a. biuya jabatan, yaitu biaya untpk
mendapatkan, menagih, dan memelihgra
penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari

yang diperkenankan sejumlah
1.296.000,00 (satu juta duz ratus sembilan
puluh enam ribu rupiah) sctahun atau

scbulan;
b. iuran yang terkait dengan gaji yang diba

yang dipersamakan dengan dana pensiun
yang pendiriannya telak disahkan oleh
Menteri Keuangan.

Ty Pomvedewndanean No, 20380Selasa, 20-03-2001

(T

(2)

—~
s
—

(4)

Besarnya penghasilan neto penerima pensiun
ditentukan berdasar penghasil bruto yang berupa
uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun,
yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima
persen) dari penghasilan bruto berupa uang
pensiun dengan jumlah maksimum yang
diperkenankan sejumlah Rp 432.000,00 (empat
ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp
%6.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang
pengawai dihitung berdasar penghasilan netonya
dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP) yang jumlahnya adalah sebagai berikut ;

Satahun Sebulan

s untuk diri pegawai

. Rp 2.880.00000 Rp 240.000.00

b. tambahan untuk pegawai
yang kawin

¢ lambahan untuk setiap
anggota keluarga
sedarah dan semenda
dalam garis keturunan
lurus, serta anak angkat
yang menjadi tanggungan
sepenuhnya, paling banyak
3 (tiga) orang

Rp 1.440.00000 Rp 120.000.00

Rp 1440006000 Rp 120.000.00

Dalam hal karyawati kawin, PTKP yung
dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri,
dan dalam tidak kawin pengurangan PTKP selain
untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP
untuk keluarga yang meajadi tanggungan
sepenuhnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat
(3) huru ¢,

Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan
tertulis dari Pemerintah Daerah setempat
(serendah-rendahnya kecamatin) bahwa

" suaminya tidak menerima atau memperoleh

penghasilan, diberikan taibahan PTKP sejumlah
Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat
puluh ribu rupiah) setahun atau Rp 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dan
ditambah PTKP untuk ke luarganya sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.

1-6
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(6) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan

N

(1

(3) Dalam hal penghasilan scbagaimana dimaksud

Warta Pecundang-undengan No. 2038/Seiasa, 20-05-200

—

pada awal tahun akwim. Adapun bagi pegawai
vang baru datang dan menetap di Indonesta dalam
bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut
dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan
dari bagi: o tahun takwim yang bersangkutan.

Pengurangan schagaimana dimaisud dalam Ayat
(1) tidak berlaku terhadap penghasilan-
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 avat (1. hwrul ¢, huruf d, dan huruf e.

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam A
(1) d'n Ayat (3) tidak berlaku terhaa »
penghasilan Wajib Paiak luar negeri. Penghasi
yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26
terhadap Wajib Pajak 'uar negeri adalah
penghasilan bruto.

U IPasal 9

Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian,
pegawai mingguan, pemagan,, dan pegawai tidak
tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan,
upah satuan, upah borengan, dan uang saku harian
yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 24.000,00
(dua puluh empat ribu tapiah) sehart, tidak
dipotong PPh Pasal 21 sepanjang jumis
penghasilan bruto tersebut dalam satu bu
tkwin tidak melebihi Rp 240.€00,00 (dua ratus
smpat palub ribu rupiah) dan tidak dibayarkan
secara bultanan,

Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang.
serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima
upah harian, upah mingguan. upah satnan, upah
borongan, dan vang saku harian yang besarnya
melebihi Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu
cupiah) sehari tetapi dalam satu bulan takwim
jumlahnya tidak meleihi Rp 240.000.00 (dua
ratus empat puluh ribu rupiah), maka PPh Pasal
21 yang terutang dalam sehari acalah dengan
menerapkan tarif 5%:dari penghasilan bruto
seteian dikurangi Rp 24.000,00 tersebut.

daiam Ayat (1) dalam sats buian takwim
jumlahnya melebihi Rp 240.000.00 (dua ratus
empat puluh ribu rupiah), maka besarnya PTKP

(4)

N
—

(©)

0]

(e

yang dapat dikurangkan untuk satu hasi adalah
sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari
pc‘ncr'i ma penghasilan yang bersangkutan dibagi
dengan 360.

Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Ayat (1) dibayarkan secara bulanan, maka
PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP
scbenarnya dari pencrima penghasilan yang
bersangkutan. )
Atas penghasilan yang dibayarkan kepods
pegawai tetap yang dihitung berdasarkan epah
harian, dilakukan pengurangan PTKP yany
sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat

(3).

Atas penghasilan berupa bea siswa, dilakukan
pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuui
dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).

Alas penghasilan yang dibayarkan atau terutang
kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan
bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan,
arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dun
akluaris dikenakan pernotongan PPh Pasal 21
berdasarkan perkiraan penghasilan neto. ;

Perkirnan penghasilan neto sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (7) adalah sebest 50%
tima puluh persen) dari penghasilan bruta berupa
honorarium atau imbalan iain dengan nama dan
dalam bentuk apapun.

BABY
TARIF DAN PENERAPANNYA :

Pasal 10

Turil berdasarkan Pasal 17 Undang-undiang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
schagaimana telah diubah terakhir dengas
Ui dang-undang Nomor 17 Tahun ZCCO.
ditzrapkan atas Penghasitan Kena Pajak dari -
a.  pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara,
Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI,
pejabat negara lainnya, pegawai Badan Usah~
Milik Negara dan Badan Usaba it
Dacrah, dan anggota dewan <otaisaris atau
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Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Peng

dewar pengawas yang merangkap sebagai
pegawai tetap pada perusahaan yan% sama;
n

b.  penerima pensiun yang dibayarkan| secara
bulanan; :

c.  pegawai tidak tetap, pemagang dan calon
pegawai;

d. distributor perusahaan multilevel marketing
atau direct selling dan kegiatan sejenis
lainnya.

Besarnya <" :nghasilan Kena Pajak sebagpiman:.
dimaksud dalam Ayat (1) :
a.  bagi pegawai tetap adu.ah penghasilan brut.
ditvrangi dengan biaya jabatan| iurin
pension termasuk iuran Tabungan Hari Tua
atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan
dengau dana pensiun dan PTKP;
b. bagi penerima pensiun yang dibayarkan
sccara bulanan adalah penghasilan bruto
dikuringi dengan biaya pensiun dan [PTKP;
c. bagi pegawai tidak tetap, peniagang, calon
pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi
dengan PTKP;
d. bagi distributor perusahaan multilevel mar-
keting atau direct selling dan kegiatanjsejenis
lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulai
dikurangi dengan PTKP per bulan.

Pasal 11

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-yndang
asilan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2000 diterapkan atas

penghasilan bruto berupa

honorarium, uang saku, hadiah atau pengl
dengan nama dan dalam bentuk apapun,
beasiswa. dan pembayaran lain dengan nama
apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan
yang jumlahnya dihitung tidak atas| dasar
banyakanya hari yang diperlukan luntuk
menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan,
termasuk yang diterima atau diperoleh| Wajib
Pajuk scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf e angka = sampai dengun angka 12;

honorariun yang diterima atau diperoleh ahggota
dewar komisaris atau dewan pengawas yang tidak

Warta Perundang-undangan No. 20358/Selasa, =0-03-2001

merangkap sebagai pegawai tetap pada
perusahaan yang sama;

jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, yang
diterima atau diperoleh mantan pegawai;

penarikan dana pada dana pensiun yung
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan oleh peserta program pensiun.

Pasal 12

Taris sebesar 15% (lima belas persen) diterapkan

atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau
terutang kepada tenaga ahli sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8).

(n

(2)

3

Pasal 15

Tarif sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas
upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah
borongan, dan uang saku harian yang jumlahinys
melebihi Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribi
rupiah) sehari, tetapi tidak melebihi Rp
240.000,00 (dua ratus erapar puluh ribu rupiat )
dalam satu bulan takwim dan 2tau tidak
dibayarkan secara bulanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang
saku harian sebagaimana dimaksud dalam Ayat
(1) berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. dalam hal berupa upah mingguan atau uang
saku mingguan, adalah jumlah tersebuit
dibagi 6;

b. dalam hal berupa upah satuan, adalah upih
atas banyaknya satuan produk yang
dihasilkan dalam satu hari; -

c. dalam hal berupa upah Borongan, adalah
jumlah upah berongan dibagi dengan
banyaknya hari yang dipakai untuk
menyelesaikan pekerjoan dimaksud.

Apabila penerima penghasilan berupa upah, vang
saku, dan komisi sebagaimana dimaksud dalum
Ayat (1) adalah pegawai tetap, maka atas selaruh
penghasilan yang diterima atau dipercleh dari
pemberi kerja yang bersangkutan termasuk upah.
uang saku, komisi dikenakan PPh Pasal 21 dengan

-8
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2 \’
menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 17 Tabun 2000, atas
Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 14

(1) Atas penghasilan berupa vang pesangon, ua
tebusan pensiun yang dibuyar olen dana pens 1
yang pendiriannya telah disahkan cleh Menteri
Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan
Huri Tua. vang dibayarkun sckaligus oleh Badan

Penvelenggara  -Pensiin atau Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja,

dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final

dengan ketentuan sebagai ber'kut

o penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000,00
(dua puluh fima juta rupiah) sampai dengan
[tp 50.000.000,00 (hma puluh juta rupiah)
sebesar 5% (lima persen);

b, penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000.C°
(limu puluh juta rupiah) sampat dengan [
100.000.000.C0 {saratis juta rupiah) sebesar
10% (sepuluh persend:

<. penshasilan bruto dvamas Rp 100.000.000.00
(seratus juta rupiah) saapai dengan Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
sebesar [3% (hina helas persen);

do penghasilan bruto di atas Rp 200.000.000,00
(dud ratus juta rupiah) sebesar 25% (dua
pulih lima persen).

(2) Dikecualikan dari® pemotongan pajak
© o sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) atas
jumlah penghasilan  bruto scbesar Rp
25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau
kurang.
Pasal 15

Tarifscbesar 15% (lima belas persen) dan bersifat
final diter: phan atas penghasilan bruto berupa hono-
rarinm dan imbalan lain dengan nama apapun yang
diterima olch Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,
anggota TNI/POLRI yang sur:ber dananya berasal
dari Kevangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali
vimg dibavarkan kepada Pegawai Negeri Sipil

Warta Ponndang-undangeon Mo, 2038/Selasa, 20-03- 1

S —— i § P32

golongan Il d ke bawah dan anggota TNI/POLRI
berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun
Inspektur Tingkat Satu ke bawah,
Pasal 16

(1 Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh
persen) dan bersilat final diterapkan atas
penghasilan bruto yang diterinia atau diperoleh
sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan
yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status
Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud
calam Pasal 5 ayat (3) dengan memperhatikan
letentuan Persetujuan Penghindaran Pajak
llerganda yang berlaku antara Republik Indone-
sia dengan negara domisili Wajib Pajak luar negeri
tersebut.

(2) PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Avat
(1) tidak bersifat final dalam hal orang pribadi
sebagai Wajib Pajak luar negeri tersebut berubalk
status menjadi Wajib Pajak dalam negeri.

Pasal 17

Untuk keperluan penerapan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, Penghasilan Kena Pajak
dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

Pasal 18

PPh Pasal 21 dan Pasal 26, terutang pada akhir
hulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulai
teruangnya penghasilan yang bersangkutan.

Pasal 19

Cara dan contoh penghitungan pemotongan PPh
Pasal 21 dan Pasal 26 adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini.

BAB V1
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTGNG PAJAK

Pasal 20

-

(1) Setiap Pemotong Pajak sebagaimana dimmaksud
dalam Pasal 2 wajib mendaftarkan diri ke Kantor

-9
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Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan

setempat.
(2) Kewajiban sebagai Pemotong Pajak sebags
dimaksud dalam ayat (1) verlaku juga ted
organisasi internasional yang tidak dikecu
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan,
Pasal 21 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7
1983 tentang Pajak Penghasilan sebaga

il
se

i &

IS

Pajak

Hmana
hadap

il
1
n
ma

telai diubah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 17 Tahua 2000,

Pemotong Pajak mengambil sendiri for
formulir yang diperlukan dalam ra
pemenuhan kewajiban perpajakannya
Kantor Pelayanan Pajak atar. Kantor Penyu
P: jak setempat.

m

Pasal 21

(1

—

Pemotong Pajak wajib menghitung, memo
dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
terutang uniuk setiap bulan takwim.

=

Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos
Bink Badan Usaha Milik Negara atau I
Badan Usaha Milik Dacrah, atau bank-bank
vanz ditunjuk oleh Dirckiur Jenderal Anggg
selambat-lambatnya ( 10 bulan tak
berik wnya,

angeal

o

)

Pematong Pajak wajib melaporkan peayet
tersebut dalam ayat «2) sekalipun nihil de:

fir-

ngka
pada
uhan

vig,

o
!b

Peayetoran pajak dilakukan dengan menggungikan
atau
ank
lain
i,
vim

N

ain

menggunikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kaptor

Penyuluhan Pajuk setempat, selambat-lamba

nyi

pada tanggal 20 bulan takwim sebagainmana

dimaksud dalam Ayat (2).

(4) Apabila dalam satu balan takwim terj

acli

Westes Beovsslessesinvedonrseens No, 2038/Selaser, 20-03-]

e e g e

kelebiban penyetoran PPh Pasal 21 atau PPh Phsal
26, maka kelebihan terscbut dapat diperhitungkan
dengan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang
terutang pada bulan berikutnya dalam tahun
takwim yang bersangkutar,.

Perrotong Pajak wajib memberikan k(i
Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal < baik

0ol

(6

(7

(2

Vel

—

N

—

diminta maepun tidak pada saat dilukukannya
pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan
Sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan
pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerin
uang pesangon, dan penerima dana pensiun,

Pemotong Pajak wajib memberikan Buk:i
Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada
pegawai tetap, termasuk penerima pensiun
bulanan, dengan menggunakan formulir yang
ditentukan oleh Direktur Jendleral Pajak dalam
waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim
berakhir,

‘
Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau
pensiun pada bagian tahun tkewin, masa Bulkii
Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Ayat
(6) diberikan oleh pemberi kerju selambat-
lambataya | (saw) bulan setelah pegawai yang
bersangkutan berhenti bek :ria atau pensiun,

Pasal 22

Dalam wakuu 2 (dua) bulan setelah tahun takwing
berakhir, Pemotong PFajak berkewajiban
menghitung kembaii jumiah PEh Pasal 21 yang
terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun
bulanan menurat tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajnk Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2000.

Jumlah penghasilun yang menjadi dasar
penghitungan PPh Pasal 21 sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1) didasarkan pada
kewajiban pajak subjektif vang melekat pada
pegawal tetap yang bersangkutan dan untuk
pegawai tetap yang kewajiban pajak sul jektifnya
berawal atau berakhir dalam tzahun pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentiang
Pajak Penghasilan sebagaimana teiah diubal
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahan

2000 penghitungannya sebagai berikut ;

dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak
dalam negeri dan mulai atau berhent bekerja
dalam tahun begjalan, penghitungan PPh

il
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Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan (3) Ketentvan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2)

yang sebenarnya diterima atau dipgrolzh-ya berlaku juga bagi Pemotong Pajak yang tahun
dalaym tahun pajak yang versangkutar  an pajak atau tahun bukunya tidak sama dengan
. tidak disetahunkan: tahun takwim.
L
i b. dalam hal pegawai tetap adaial: Wijib Jjak {4) Pemntong Pajak dapat mengajukan permohonan
dalam negeri yang merupakan pendatang :lari tuntuk memperpanjang Jangka waktu sebagaimana
luar negeri, yang mulai bekerja di Indonesia dimaksud dalam Ayat (2).

dalam tahun berjalan, penghitungan PPh

Pasal 21 didasarkan pada jumfah pedghasilan (5} Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat
yang schenarnya diperoieh dalam bugian {4) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya
tahun pajak yang versangkutdn yang tanggel 31 Marzt tahun takwim berikutnya dengan
disetahunkan; menggunakan formulic yang ditentukan oleh
Divektur Jenderal Pajak disertai surat pernyaiaan
¢ dalam hal pegawai tetap berhznti bekerja mengenai penghitungan seméntara PPh Pasal 21
sebelum tahun takwim berakhin karena yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan
meninggal dunia atau meninggalkan/ Indone- perabayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk

sia vntuk selama-lamanya, maka pacla arir tahun takwim yang bersangkutan.

buian berhentinya pegawai f(erse gt
Fa penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada  (6) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus

v jumlah nenghasilan yang scbejnarnya dilampiri dengan lampiran-lampiran yang
g diterima atau diperoleh dalam bagian (ahun ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT
pajak yang bersangkutan yang disctahunkan, Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang

‘- bersangkutan,

&) Apabita umlah pajak vang terutany sebagaimana

dimaksud dalam Ayat (1) lenil besar daziljimtah (1) Apabilaterdapat pegawa: berkebangsuan asing,
paink yang telah dipotong, kekurangannya maxa ST Tahunan PPh Pasul 21 yang
: dipatongkan dari pembay aran a1 perawvhi vane barsangkutan hares dilampir fotokopt surat ijin
P 2 P b Salk] Jang =4 P | i)
bersavgkwan untuk bulan warkiu bekerja yang dikeluarkan olep Departemen
dilukukannya penghitungan ke Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau instansi yang
berwenang.
(4) Apabila jumiah pajak terutang sevacdimana

dimeiksud dalam Ayat (1) lebih rendi, darijumnlah  _(8) Dsiam Jjumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26

pajak yang zelah dipotong, kelebihpnnya yang terutang dalam satu tahun takwim lebih
dipeshitungkan dengan pajak yong feriang atas besar dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang
guji wntuk bulan pada waktu diiakukinnya telah disetor, kekurangannya harus disetor
penchitungan kembali, scbelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal
21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun
Pasal 23 ' iakwim berikutnya,

(1) Setiap Pemctong Pajak waiib mengisi,  (9) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PP Pasal 26
: menandatangani, dan menyampaikan SPT yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil
i ) Tahunan PPh Pasal 21 ke Kanior PelayananPajak dhri 'Ph Pasal 21 dan PPl Pasal 26 yang telah
= fempat Pemotong Pajak terdaliar atau Kantor disetor, kelebihan tersebut diperhitungkan dengan
Peuyuluhan Pgjak setempat. PPl Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada
! ! waktu dilakukannya penghitungan tahunan, dun
1 (2) SuratPenheritahuan Tahunan PPhPasal 211 s Jika masih ada sisa kelebihan, maka
i) disampaikan selambat-lambatnyva [engg| 2 diperhitungkun untuk bulan -bulag lainnyadalam

Maret tih n takwim berikutnya. tahun berikutnya,

Warter Peiezader » -adengai Moo 20388 elasa, 20 03-200( . ) -1
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(10) Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan| *PT
Tahunan PPh Pasal 21 harus ditandatangat | slch
pengurus atau direksi.

(I1)Dalam hal SPT Tahunan PPh Pasal 21
ditandatangani dan diisi oleh orang lain selain
yang dimaksud dalam Ayat (1), harus dilampici
dengran Surat Kuasa Khusus.

BAD VII
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA
PENGHASILAN
YANG DIPOTONG PAJAK

Fasal 24

(1) Pada :aat seseorang mulai bekerja atau niulai
pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP,
penerima penghasilan harus menyerzhkan surat
pernyataan kepada Pemctong Pajak sebagaimana
dimaksud daiam Pasa! 2 yang menyatakan jutalah
tanggungan keluarga pada permulaan tghun
takwim atau pada permulaan menjadi Subjek
Pajek dalam negeri.

(2

~—

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat(1)
Juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan
jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan
pada permulaan tahun takwim.

Pasal 25

Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan
kredit pujak bagi penerima penghasilan ypng
dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang
bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifa
nal.

Pasal 26

Penerima penghasilan berkewajiban untuk
menyerakikan bukti pemocongan PPl Pasal 21 ket
a. Pemotong pajak kantor cabang baru-dalam al

yang bersangkutan dipindahtugaskan;

b.  Pemotong pajak tempat kerja yang baru <aiam
hal yang bersangkutan pindah kerja;

¢. Pemotong pajak dana pensiun calam hal yang

bersangkutan mulai menerima pensiun clal
tahun berjalan.

Warta Perundang-undongan No, 2035/Sclazes, 20-03-200(

BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

Pemotong Pajak dan penerima penghasilan dapat
mengajukan keberatan kepada Direkur Jenderal pajak
dan permohonan banding kepada badan peradilan
pajak sesuai dengan ketentuan pasal 25, Pasal 26, dan
Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Talun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajaka:
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Unang.
undang Nomor 16 Tahun 2000.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1} Dengan diterbitkannya Keputusan Direktur
Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor : KEP-281/PJ. 1998
ianggal 28 Desember 1998 tentang Petiajuk
Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan
Pelaporan Pajak Penghasilan Pzasal 21 dar; Pasal
26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan
kegiatan orang pribadi scbagaimana telih disbal
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Moimor
KEP-235/P1./1999 tanggal 17 September 1999
dan ketentuan-ketentuan lainnya yang
bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan
tidak berlaku lagi.

(2) Keputusan ini dapat discbut “Petunjuk
Pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26"

(3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal |

Tanuari 2001

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2000
DIREKTUR JENDERAL
ttd.

MACHFUD SIDIK
NIP.. 060043114 ~

(LAMPIRAN .............. Bersambung)
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EBuvitr K] Imfuk  Kinfor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pujak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh BASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

A.  Identitas Pemotong Pajak :

o L LT

Nama B N OB RN aa g e o st e b

Alamat

B.  Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa

dan telah disetor L2107 L AN A W (4) adalah sebagai berikut :
Golongan MAP/ Jumizh Jumlah PPh yang dipot
= ; Penerima Penghasilan Brut yang dipotong
Penerima Penghasilan KJS Penghasilan B (Rp) 2 (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Pegawai Tetap 0111/100
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh
Mg ditungpang Poneisih gD W | ciciimion | i A A

3. Pensiunan dan Pencrima

Pembayaran berkala Lainnya 01117100
4. Pegawai Harian/Mingguan 01117100
5. Pegawai Satuan 01117100
6. Pegawai Borongan 01117100
7. Pegawai Honorer 0L11/100

8. Mantan Pegawai yang menerima
Jasa Produksi, Tantiem,
Gratifikasi dan Bonus. 0111/100

9. Penarik dana pada Dana
Pensiun DELWI00 | oo

10. Petugas Dinas Luar Asuransi 0111/100

11. Petugas Penjaja Barang

Dagangan 0111/100
12. Distributor MLM/direct selling 0111/100
13. Tenaga Ahli 0111/100 J
14. Penerima Honorarium atau Imbalan

lainnya 01117100
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak

Luar Negeri A1 (oo [ ey (N T i e a

JUMLAH

Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya

PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum l
diperhitungkan ]

'Iferbilan_g D Arhrn e e S b s e e nms e e s

#) coret yang tidak perly
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ak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final ;
T
Jumlah Jumlah v di
Pcnerima Penghasilan MAP/ Penerima Penghusilan Bruto PPh yang dipotong
KJS Penghasilan (Rp) , (Rp)
(1) (2) @ || (4) (5)
Penerima uang Pesangon, uang
Tebusan Pensiun, Tun jangan Hari
Tua/Jaminan Hari Tua yang
dibayarkan sekaligus il ] [
Pejabat Negara, Pegawai Negeri
Sipil, Anggota TNI/POLR] dan
Pensiunan yang menerima
Honorarium dan Imbalan lain
yang dibebankan kepada
Keuangan Negara/Daerah i U T N P e
e e L N
e e W *)
*) Jumlah PPh yang dipotong
C. Lampiran ; (5
( ) Surat Setoran Pajak sebunyak ssrssnsranenannns lEMbAr,
( )- Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian,
( ) Daflar Bukii Pemotongan PPh Pasy) 21 dan atau Pasal 26,
( ) Bukti Pemolongan PPh Pasal 2] dan atau Pasal 26 sebanyuk ...|.......... lembue.
©. Pernyataan: ’
Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, Jo ngkap, dan tidak bersyarat.
................................................................. 20 . fé)

Pemotong Pajak/Kuasa (7)

Tanda tangan, nama dan cup

hal 2idiri 2

32.01

{ouasumq)

AWEL WYNVL NNHVL

XTMaaTOVEvVY vIvamng
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PT. BINAYASA p UTRA BATAR
PENGELOLA GEDUNG MENARA BTy
MENARA BIN Lanfal 4 8 12 J1. Gajah Mada No. 1 Jakanta 101

Telp. : (021) 8346380, 4346801, 8345803
Fax. : (021) 6342727, 6346840

3

30

DAH TERIMA DAR

e e ——

KWITANST No. -

it Sepulun mfa.enm?;. raly
NYAKNYA UANG

s.cdua pulul ERNF) 1Th ity

| Sm s 7

TUK PEMBAYARAN Tagihan.biaya tenaga B OUtsQurioig M8 -+ e i gin
Bl NG

JAKARTA, 44 Febryarf -+ <y 20

-
——

MLAH Rp.

IRO BILYET DIANGGAP
RSEBUT SUDAH

:MBAYARAN DENGAN CHEQUE /
‘AH APABILA CHEQUE / BILYET TE
JANGKAN / CLEARING

{

wf

Il 1 PPh pasal 21 Rp. 1,333,392

2. luran jamsostek Rp. 370,818

3 Askes dibayarkan Rp. 501,500

4 Fee+Superyisi " Rp. 1,0441450 termasuk PPN 10 %)

5 DPLK Beban Kary. Rp. 250,000

6 DPLK Rp. 750,000 )

Jumlah Rp_ 4,250,160 (+)

Jumlah | + 1 Rp 10,626,760 ~

Kami harapkan trangfer

dilakukan sebelum tanggal 25 Februari 2002,

Demikian disampaikan, atag perhatian dar kerja

Hormat kami, :
PT. Binayasa Putia Batirg

| e A

U.(:ﬂl()l J"\'lllwrﬁu-uﬂ-
BYirole g qun

f"rlr‘-p;l ﬂmmwnn
S| sy B Ak,

e

lana ke rekening masi

i

ng-masing karyawan dar rekening kami dapat

|

samunya kami ucapkan terima kasih.
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Vi, BINAYASA B KA IBA NI
PENGELOLA ks WL RENARA Bred
MENARA 1N lontena g 1y ) Geyah ey ey boderkent, 0 g
Il [021) &3aenK10) o MABRY  ANaARN
fri (D21)63a277 ¢ Vetzugent

No. 75/DIR/1I/DSDM/2002
Jakarta, 14 Februari 2002

Kepada Yth,

Kepala Cabang

Bank BTN Cabang Jember
JI. A. Yani No. 5

Jember 68118

Dengan hor'ma[.
|

PERIHAL : BIAYA TENAGA KERJA O TSOURCING BULAN FEBRUARI 2002
i
I
Menunjuk perjanjian kerjasama pengelolaan tenlaga kerja antara PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) dengan PT. Binavasa Putra Batara) No O7/SPI(/I)SDM/PDR-RT/99 tanggal
2 September 1999, bersama ini | kami sampaikan tagihan biaya tenaga outsourcing perioc'e
Februari 2002 sebesar Rp. 10.626.760,- (Sepuluh juta enam ratus dua puluh enam riby tujuh
ratus enam puluh rupiah). Kami mohon agar tagihan tersebut dapat ditransfer terlebih dahulu ke
rekening Ny, G.0317.11 a/n. PT. Binayasa Putra Batara pada Bank BTN Cabang Jember untuk
selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing karyawan, sedangkan sisanya kami mohon
untuk ditransfer ke rekening No. 014-01-30-000757-9 a/n, PT. Binayasa Putra Batara pada Bank
BTN Cabang Jakarta Harmoni, dengan rincian sebpgai berikut :dengan rincian sebagai berikut q

|

I Jumlah honor dibayarkan kepada karyawan Rp 6,376,600 !
1. 1 PPh pasal 21 Rp. 1,333,392

2. luran jamsostek Rp. 370,818

3 Askes dibayarkan Rp. 501,500

4 Fee+Supervig Rp. 1,044 45( (termasuk PPN 10 %)

5 DPLK Beban Kary. Rp. 250,004

6 DPLK Rp. 750,000

Jumlah

Rp 4,250,160 (+)

Jumlah | + ) Rp 10,626,760 ~

|

Kami harapkan transfer dana ke rekening masing-asing karyawan dan rekening kami dapat

dilakukan sebelum tanggal 25 Februari 2002, |
Demikian disampaikan, atas perhatian day kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, _
PT. Binayasa Putia Batara

I Gator Suvatieay, ey Chrerrgimesyn
Dol yis » il s

SR A ALy,
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REXAPITULASI GA g RARYAWAN QUTSOURCING

PT. DE.\&M.L PUTRA BATARA
PERIODE - 14-02-2002 -
L] AR e FEMTASAN  sTan NS Ty LEMNR aagqay (1Y TURNACan PERRIS AL a0y TEMiANCAN ARTAN  agay AMAN  Taor ADXES  Asngg DU oy i Toray LRAY oAy
3 o MR TUB Twap  TRRESrET oy _wmn.t.:..agma e = s
OTCA4ATIS weg i TAGHAN KE £
e HARY Awan Bearass

o
=
5
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. E - - v '
: j BAMSsmars  gimay ™ 7000 ¢ 0 a2 TsOm Ui ] Boo 12500 Zan 13500 145 I a7z 2w X8y 0 147 g iisEn 1isean 08 = 1351 568 BSa0 g5
N g WU IROMIM satpam w1 700 0 o n 500 Wi F-Jeidd 12500 ZOC gy T B2 7742 sy o = T e 1055 115680 1085 == TEIE 35y 57
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IL.S WESMDRAN SENGEWME ja 6oy © 0.0 2 Eod A WAt =g EHC G ooy 000 ZEr e x5 B vam ez W e L == 1N38  Seem e
= é TR s TENGEMUL o oo, i 100 bl = <0 o 5y oo 1077500 104 60 3u0e AT o TS e o 3 5755 £= MU may 20
.uV.r WA tmigiy St 00 3 0B N vion e R = T e e e teos = MW sy
2 AGLT RUTRENG gy 2 Anan T {7 F] r3my e O s HE 2O g L R mr xay e R isas TEES &7 7 = =S mar e
TN Sy SAFRAN: PEBURGE  m - o t Bac 2 e [ xap (S =y 19577 =2 xEr - G I P 12ar TEEE L %0 e W Gtaw e \.
: i
Fice R0 T g 0] {_“&=on oW l; T000], onim S T e L, T = T D e jLrGea0 o I 201801
= 4 3
e
=



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lembar Ke- 1 Untuk Pembaeli BKP.’Pen(srimaJKL
Sl giai bukli Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK STANDAR

e dan Momor Seri Faktur Pzjak :

DLMYT-025-177

'gusaha Kena Pajal :
mna . PT. Binayasa Puira Batara

mat - JI. Gajah Mada No. 1 Jakartal 10130

5] [of2]5]. [0]0]0]

we [o[1) - (5T713) . (a]713)

'ggal Pengukuhan PKP : 14 Februari 1992

mbeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

ma e PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jember
imat it JILA. Yani No. s Jember 68113
‘WP : 01.001.609.5._gg_§

Harga Jual/Penggantian/Uan
0. Nama Barang Kena Pajak/ ge Mukqf'TSrgmi'n #
ul Jaca Kena Pajak yosadiae

Jasa Fea & Supervisi Management

949,500
tenaga outsourcing bulan
Februari 2002
;rga Jualr’Pengganlian/Uang Muka/T, é;nijn )~_ .::—-M Sk, N 949,500
wrangi Potongan Harga i A i
<urangi Uang Muka yang telah diteriina
A S CHI e - )
isar Pengenaan Pajak 949,500
"N =10 % x Dasar Pengenaan Pajak - 94,950
R e S :

jak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif DPp ‘_GEJ*P;—B*FQI [

e el . ‘ LM L)

------- g iRt ER RN " Jaksfta, .14, Fehruaris...... 2002,
........ % B b e RP: e / - ol

...... | [ USRS - S s . ;
,,,,,,, i ZUNENCC Al

Jumlah H. Gatot Suratmono, SH,

oret yang tidalk ;’;I‘T_H_

e e ——

Direktur
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VEPARTEMEN KIUANGAN REPURBLIK INDQ

DIREKTOR A JENDERAL PAJAK

LwHIRNAY ot ik 1 wanilas r-.q---L-u \'dll\
i.embiar ke- unpuk - P'emotong Paja

NESIA

yanan I’;'ijak
RET— Jemher..............

Yth. Kepala Kantor Pela
codember

di

PT) MASA

SURAT PEMBER TATIUAN (8

A. [dentitas Pematong Prjak-

NPWP :cht’_{ﬂﬂ:f_ﬁ 013
3 .t‘i_‘f'!!‘.l‘f BN ("Fhrn;:— .Jemb

. A Yani Ho 5

Muynn er

Alamar Je mbe r

M. Pajak Penghnsilan p atau Pasal 26

07-03-2002

#ead 21 dan

dan telab disetor tangpal ‘4] a

r Galongnn AIATY Jumlsh Sumiah '_ .f_'-“i’t'lg-jf&p zﬁl(‘iﬁlv‘nl
Penerimg Penphasilun KIS Penerling Penghasllan Bruto ol g _'fﬁ". !
Penghasilan Rp) : i !
e et i o SRR SRR e [ | | S i -
SRS T R S N S ) I SR (3 ,
95 £ = %
I. Pepnwai Tetap Qtiraann 2.6 33_? 2‘38 : 882 D 243'55,32 .
2. Pegawai Tidnak Tetap Yaaz ey
ferutangnyn ditanppung Pe nerintah
3. Pensiunan dan Penerimn
1 Pembhayaran herlaly Lainnyy O119m0p
£ Pegawai Iiari:n!f‘.‘lingp,uu n 011erane -
i
£, Pegnwni Sntuan ni1i-p0n
6. l‘cgmraiﬂm'ongan LR RE L] e e
7. Pepnwai Honores 0181500 10 P 825, 000 1+353.392
i R Mantay Pepawaj VANE  micnerima
f, Jasn Pradulei, Tanticm,
e Gratifikasi dpy Bonus LR R FIE T |
i 9. Vennrik dana pada Doy n
Pensiun LERRET T
. Petupas Ditas Lusr Asurnne niiIsIen e
FL Pefugas Menjaja Barang
Dagangan LIRTR T
V2. Distributar MEM/ivect selling Dliisen R e i
LY. Tenapa Anli AL AADG 3 s 2-952.727 (’86 7 932
14. Peaerima Howorarium ntay
Imbalan fainayn atisn0e 80 b 2.4065.400 123, 270........
15, I’egnwwldfngau Sintue W jin
.___Ji!ink_LE.{‘zLﬂ_!EtJL-.. gt s L Al e e e G L e AL N |
Ly JUNM AT 1 102,002 7 %
e i e 102:102:009 | 79076 |
llethltlnngkan Kelebilhnn cotor tahunhulan =) :dnlumu_\-u -
PPl Maswl 21 don Pasal 25 yunp masin harws disctarflelehilan setor taluntbulan®) seholum nyn yangp |
beluw diperhitunglcan T i
. — . o T B - — — e e s n— -MMMW‘“"L‘—
Terbitang: =10 Jub Jut= Fips Rata. Delspan Pulun Sembilan Riby Sern tus Tujuh, Pulihs,.
T EEnHh Rupiane Il e

*) toret yang tidae petln

F.1.1.32.01

yang telah dipay

dalah sehaga

PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

I Ls)-ledzls | . Lo]oli] m

eng untuk masa, &bruﬁrl - tahun. 2002 73)

i berilout ¢

e e —

]
|
1

hal f] dari 2



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Paiuk Penghasilan Pasal 21 vang dipotong final;

Penerima Penghasilan
KJS

(1) e

i f’encrima Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari
Tua/Jaminan Hari Tua yang

i
MAF/

dibayarkan sekaligus 01117401

2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri
Sipil, Anggota TNI/POLR] dan
Pensiunan Yang menerima
Honorarium dan Imbalan Iain
yang dibebankan kepada '

_m____l_{__e_gangan Negar;.ﬂ_)_n_ers h

UII()/HHJJ

e JUMLAI
S, & L8

C. Lampirang (5,
( X) Surat Setoran Pajak sebanyak .. !

( x) Bukti Pemowngan

D. Pernyataan:

[F.1.1.32.01 ; i

lembar.
() Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kématian

( x) Dafrar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pag
PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26

Bersama inj saya menyatakan bahwa pembcrital{man di atas

Jumlal
Pefierima

Penghasilan

(Rp)

J|';mliﬁ._Peﬁgugillﬁh'ﬂﬁﬁtd‘ - PBli yang dipotoung :

(Rp)

€)]

@

Jemher

sal 26,
sebanyak .3

adalah benar, lcngkap,‘dan tid

) F

lembar.

............ 14 Moret 5002

Pemotong Pajak/Kuasa (7)

ak bersyarat.

. (6)

Tanda tangan, nama dan cap

o R N

" Kasi Operasional

hal 2 dafri 2
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RTEMEN KEUANGN RERGBLIK INDONESEA
DIREKTORAT JENDERAL PATAK

DAFTAR PEMOTONGAN PPh PAS 4

KARYAWAN / KARYAWATI

Lefmatiar kel { Untuk
Lembar ke-2 Untuk

IL 21 ATAS PENGHASILAN

: Kantor Pajak/
: Pemotong F’aljak

|

MASA : BULAN FEBRUARI TAHUN 2002
NPWP Nama Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Keterangan
Wajib Pajak Tanggal Nomor | Yang Dipotong |

ABDUL AZIS
DONGAN P.SINAGA
AMRIH WIDAYATT
SETIJONO
SUPARNO

P.EK@ KUSWANTORO
RACHMAT HIDATAT
ABDUL KHALTK
SADANA AMB/R P
DWI TJAHJONO K
LIZZIYA FIJRIANI
YASMIN
WINARSIH

1 6A o

07 Maret 2002
07 Maret 2002
07 Maret 2002
07 Maret 2002
07 Maret 2002
07 Maret 2002
07 Maret 2002
07 Maret 2002
07 Maret 2002
07 Maret 2002
07 Maret 2002 |
07 Maret 2002
07 Maret 2002

>

m‘,__r{;;"eu

p d
4{75\
At

‘/’

o E\sP
'.l-/

Nama i1
NPwWP

\

3

o

L <l St (-}1—-—‘;7/

1 "Munawar
Kasi Operasional

758 ,575.00
357,163.00
213,425.00
124,725.00
355,463.00

151,941.00
135,667.00
204,883.00
140,591.00
158,950.00
207,484 .00
165,275.00
160,741.00

Pemotong Pajak
‘ Bank BTN Cabang Jember
1 01.001.609.5-626.001

an tanda tangan
L v
\:’ /

Jember, 14 Maret 2002


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

ARTEMEN KEUANGAN REPUBLTK INDONESTA Esmbal ket [Untu
DIREKTORAT JENDERAL PAPAR Lembar ke-2 Untuk

: Kantor Pajak
: Pemotong Pajak

DAF""AR PEMOTONG AN PP PASAL 21 ATAS PENGHASIL AN
KARYAWAN / KARY AW A TI

MASA : BULAN FEBRUART TAHUN 2002z
NPWP Nama ' Bukti Pemotongan ’_PPh Pasal 21 Kefemr{gan
Wajib Pajak Tanggal Nomor Yang Dipotong '
(Rp.) |
Pin;ahan 3,134,883,00 |
SRI HARYANTT 07 Maret 2 153 3N 0N =
ACHMAD RINALDY 07 Maret 200 128,906,060 :
IKHSAN BUDTI 07 Maret 200 124,358.00
TRI BUDIANTO 07 Maret 200 145,400.00
HARI KITNAW A I 07 Maret 200 167,283,00
ASNUNIK ZULDTAM 07 Maret 200 156,384.00
MUNAWAR 07 Maret 200 394 600,00
AGUS SUTRISNO 07 Maret 200 197.067.00
NURKAMSIANTCNO 07 Maret 2002 125,275.00 l
YUDI SUMARYANTO 07 Maret 2002 ' 129,908.00 ;
IMAM 6HOZALT 07 Maret 2002 : 129,908.00 |
KRISTRIADI PURNOMO 07 Maret 2002 : : 127,908.00 {
INDRA WICAKSONO 07 Maret 2002 129,358.00 1
SUB TOTAL 2,110,699.00 ,‘
> 3 7 e i 3

il

Jember, 14 Maret 2002

| Pematong Pajak
Nama : Bank BTN Cabang Jember
MPwp + 01.001.609.5-626.001

]

6A FiAve . Kasi Operasional
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TEMEN KEUANGAN RERPUBL IKITNDONESTHA
DIREKTORAT JENDERAL PATAK

DAFTAR PEMOTONGAN PPh PASAL

KARYAWAN / KARYAWATT HONORER

MASA : LULAN

FEBRUARI

Lembar ke-i- Untuk
Lémbar ke-2"Untuk

21 ATAS PENGHASILAN

TAHUN 2002

: Kantor Pajak
: Pemotong Pajak

5A

Nama
Wajib Pajak

BAMBANG BUDI s
SUGENG ADI p

M.B. HELMI

AGUS SUTRISNO
GUNTUR K

VANY ANGELLIA s
DANI SAPTAPPATOMO
AGUS SUDIATMIKO
ACENG WARDI

BOBBY SAFRTANTO

Bukti Pemptongan

Tanggal Nomor

07 Maret 2002
07 Maret 2002
07 Maret 2002
07 Maret 2002
07 Maret 2002
07 Maret 2002
07 Maret 2002
07 Maret 2002
07 Maret 2002
07 Maret 2002

Nama
NPWP

,“k\

PPh Pasal 21
Yang Dipotong
(Rp.)

125,811.00
126,561.00
128,961.00
116,852 .00
125,911.00
158,905.00
147 864.00
147 864.00
142.161.00
112,502 .00

Jember, 14 Maret 2002

Pemotong Pajak
: Bank BTN Cabang Jember

' 10L001.609.5-626.001

== |Cap dan tanda tangan

. Kasi Operasional

Keferandun
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»

'

RTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERALIPATAK

DAFTAR PEMOTONGAN PPh PA
i KARYAWAN / KARY A

WATI BORONGAN

Lembar ke-1 Untuk
Lefbar ke-2 Untuk

. Kantor Pajak
' Pemotong Pata

SAL 21 ATAS PENGHASTLAN

MASA : BULAN FEBRUARI TAHUN 2002
NPWP Nama Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Keterangan
Wajib Pajak Tanggal Nomor Yang Dipotong
(Rp.) |
EE LA i e T ™ i | O TG R T PR
9.216.5315-626 |SITI LESTARININGSIH, SH 07 Maret 2002 . ,'
6.634.671.9-626 |FATHUR RAHMAN, sH 07 Maret 2002 109,091.00 |
6.284.396.6-627 BINGADI SOEKIDJAN, sH 07 Mdret 2002 =
4.464.369.5-626 |[DANIEL ¢. ISKANDAR, sH 07 Mdret 2002 245,455.00 I
6.634.430.0-626 AGUNG C. KUNCORO, sH 07 Maret 2002 - ‘
4.634.639.6-626 |ELLY HERAWATI 5, sH 07 Maret 2002 = .
6.748.643.1-625 LUTHFI IRBAWANTO, sH 07 Maret 2002 -
6.405.531.2-627 LUBENAH, sH 07 Maret 2002 -
4.012.063.6-626 MAGDALENA, sH 07 Maret 2002 -
6.035.795.1-626 |a.A. ANDI PRAJITNO, SH 07 Maret 2002 -
7.044.719.8-626 |ETTY SOENTARI, SH 07 Martet 2002. -
7.055.657.6-627 HARYO WIRASMO, sH 07 Ma et 2002 T 332,386.00
6.035.778.7-626 |YUN YANUARIA, SH 07 Mare et ?OOZ -
7.044.929.3-626 |DIVAH ARYANI, sH 07 Maret 2002

'h 6A

Mama
NPWP

.-.‘ s ’.

£
/ .
?gf«f_\, '

S Mismowar

Jember, 14 Maret 2002

Pemotong Pajak
‘ Bank BTN Cabang Jember
+ 01.001.609.5-626.001

3 rn cap dan tanda tangan

Kasi Operasicnal
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Digital Repository U

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDOR

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Iniversitas Jember

* Wajib Pajak
¢ Kantor Pelayanan Pajak
: Pemotong Pajak

|
Lembar ke-1 unpyk '
Lembar ke-2 unfuk

Lembar ke-3 untuk

NESIA

——

Hama Wajib Pajak

NPwWwP

Alamat

Honorarium

2. Upah Harian, Mingguan, ;
Satuan, Borongan, Uang
Saku Harian

3. Henorarium atau Iinba-
fax Lainnya Yang dibayar-

kan kepada Tenaga Ahlj Rp. .

4. Penarikan luran Danga
pada Dana Pensjun 3, SRR

5. Imbalan Lainnya L R

eI

EP\,
Perhatian -
Sociniian.

L. Jumlah Pajak Penghasilan Yang dipotong di atas
merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang
terutang untuk tahyp pajak yang bersangkuian.
Simpanlah buktj pemotongan ini baik-bajk dan
beritahukanlal Jjumlah yang telah dipotong inj
dalam Surat Pemberitahyay Tahunan,

2. Harap dijsj dengan : benay
lerutama Npwp
penghasilan,

dan lengkap,
dan Alamat lengkap penerima

el o

EP PPi2.1mp-gs

i NN A
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nama Wajib Pajak
NPWP

Alamat

Honorarium

2. Upah Harian, Mingguan,
Satuan, Borongan, Uang
Saku Harian t R oot M

3 Honorarium atau Imba-
lan Lainnya yang dibayar-
kan kepada Tenaga Ahlj

I 4 Penarikan Iuran Dana
pada Dana Pensiun

5. Iimbalan Lainnya

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Paja'

Perliatian :
EEFRatiL

L. Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong di atas
merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang
ferutang untuk tahun pajak yang bersangkutan,
Simpanlah bukti pe.nctongan ini baik-baik dan
beritabukanlah jumlah yang telah dipotong ini
dalam, Surat Pemberitahuan Tahunan.

2. Harap diisi dengan : benar dan lengkap,
terutama NPWP dan Alamat lengkap pencrima
penghasilan.

KP. PPR.2.1/BP-95

e
Mr&
IRl
g ’1%
FIUNAW ‘R

B

T T
LHdST eSO T
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DIREKTORAT JENDERAI. P

Nama Wajib Pajak
NP WP

Alamat

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ATAK

e rsa——

Honorarium

2. Upah Harian, Mingguan,
Satuan, Borongan, Uang
Saku Harian

3. Honorarium atay Imba-
lan Lainnya yang dibay: r-
kan kepada Tenaga Ahli

Penarikan luran Dana
pada Dana Pensiup

5. Imbalan Lainnya

Lembar ke-1 untuk

Lembar ke-2 untuk
Lo

: Wajib Pajak
: Kantor Pelnyarian Pejuk
-]

- . N e g ] >
=3 "WAN G G A

JUMLAH Rp,...!09.091 ‘
~ O ML A, P 20,92
Pematong Pajak,
Perhatian : ;
3 TN i o ¥} T
1. Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong di atas Nama : | Bank BIN C ...F’..‘..’?f:...‘{?‘f.’?.}?ff ...........
merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang !N PwWp 01,001,609, 5-626. 001
terutang u“tuk tal.lun pajak yﬂng befsangkutan. ..............................................................
Simpanlah bukti Pemotongan ini baik-bajk dan Alamat J1. A Yani No.s5 Jember

beritahukanlah jumlah yang telah dipotong inj
dalam Surat Pemberitahu in Tahunan,

2. Harap diisi idengan : benar dap lengkap,
terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima
- penghasilan. :

KP. PPh.2.1/BP-95

..............................................................
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Nama Wajib Pajak - ....j.’f.‘f‘.‘f'.'i’....“.(.1.!'.'.'.‘."?."!‘.‘?.'....': .......................
NP WP tol2025,657. 0627
Alamat « J1, Basuki Rahm t

Honorarium

2. Upah Harian, Mingguan,
Satuan, Borongan, Uang

3. Honorarium atau Imba-
lan Lainnya yang dibayar-

Saku Harian o XD S B,

kan kepada Tenaga Ahli : Rp. 44318”

SSIA Lembar ke-1 untuk : Wajlb Pajuk
I Lember k=2 gtk - Kanos Pelbyaian Pale:

LIRS Reel w2 Feriuttag Pyt

Perlatian :

dalam Surat Pemberitaruan Tahunan,

— e

i penghasilan.

1. Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong di atas
merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang
terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan,
Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan
beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini

- Harap diisi dengan : benar dan lengkap,
terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima

KP. PPh.2.1/BP-95

Pemotong Pajak,

4. Penarikan Iuran Dana
pada Dana Pensiun il e Rp.
- 5. Imbalan Lainnya R T NN SN = Rp
| JUMLAR Rp.. 732,386
S . . T 20..92
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Z
v
-]
o
=2
o)
D
i
i
o
Ile
5]

>
2
=]
®
-4

Tg



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lemtae ke-2 vk« Kanior 25l sanud Pilak

VRN SEl i #misntteng @ nowel

SIA

DEPARTEMEJ}I KEUANGAN REPURLIK {INDONE
DIRKEKTORAY JENDERAL 9AJA%

e
Nama Wajib Pajak : . [Duniel G, Iskonc o, o
NPWP LA404.369.5-626
Alamat J1l. A Inni L. 5o

O R PR Y PR TP Pyes W e b as g i fa AL L EEEL AR T2 TR

Honorarium

2. Upah Harian, Mingguan,
Satuan, Borongan, Uang
Saku Harian fRp. e WL

3. Honorarium atau Imba-
lan Lainnya yang dibayar- .

Perhatian :
ISR ETVE o

I Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong d: atas
merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang
terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.
Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan

| beritahukanlah jumiah yang telah dipotong ini

dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.

2. Harap diisi dengan : benar dan lengkap,
terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima
penghasilan. SUREL il

EPR PPh.2.1/BP-95

kan kepada Tenaga Ahli : Rp. gp”?” Rp. ?4>4 &
4. Penarikan luran Dana
pada Dana Pensiun 0 R Rp.
5. Imbalan, Lainnya ¢ TR Tt e B B st s
JUMLAH Rp....203.455
............ o O ALk Y

Nama Bnn]rR'I‘NLnb-mrrJember[ ..........
NPWP 01.001 ,609,5-626, 001 ‘
Alamat Jl. A Yani Ne.5 .Jembe
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

---------------------------------------

SURAT SETO

(SS

1

Untuk Arsip WP

N PAJAK LEMBAR

)

WP SNSRI ER
sesuai dengan Nomor Pokok Wajib .Pajak yang dimiliki '
AMAWP ¢ iiiiicrcneinsinisssonens sovell
AMAT N I

---------------------------------------

------------------------------------------

......................................................

......................................................

AP/Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran

LLd ] SN

.........

.........

..............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Masa Pajak Tahun
n | Peb | Mar | Apr | Mei Jun | Jul | Ags Sep | Okt Nop | Des , ‘ ' ’ ,
] Diisi tahun lerutangnya pajak

tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

mor Ketetapan :L l ]/Ll , ’/L'J/l l ‘_J/

i sesuai Nomor Ketetapan : STP, SK PKB, SKPKBT

mlah Pembayaran L RO RIS R
i dengan rupiah penuh

.............................................................

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal ......................
Cap dan tanda tangan
YA JElBS 1 overrirnnnrninennnnriensenennens s

Wajib Pajak/Penyetor
....................... , tgl

Cap dan randa tangan

-------------

Nama Jelas ;

--------------------------------------

lang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

esuai buku petunjuk pengisian

).32.01
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DEPARTEMEN KEUANGAN RlI SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK ( SSP ) Untuk KPP melaluj KPKN

---------------------------------------

RS AYRENET

iuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

i il L R
MAT T TR ol |

-----------------------------------------

.......................................

...................................................

...................................................

"/Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran

NSy, 4P

Masa Pajak

Tahun

Peb | Mar Jun Ags

Apj Mei Jul

| L ]J§

Diisi tahun terutangnya pajak

da silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

L L L] ]

r Ketetapan ‘ ‘ l iy ‘ | /
suai Nomor Ketetapan : ST, P, SKPKB, SKPKBT

ah Pembayaran Terbilang :........ ..
ngan rupiah penuh

.............

........................................................

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal ..

--------------------

---------------------------------------------------

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor
, tgl

Cap dan tanda tangan

------------------------------------

---------------------------------------------------

g Validasi Kantor Penerima Pembayaran

#i buku petunjuk Pengisian

2.01
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETO

---------------------------------------

LEMBAR ' 3 ‘

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

e kbl A
uai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

s
MAT :

-----------------------------------------

-----------------------------------------

........................................

....................................................

....................................................

/Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran

ol ) LigT

...........................................................

Masa Pajak Tahun
Peb | Mar | Apr | Mei Jun | Jul Ags | Sep| | Okt Nop | Des ,_
Y Diisi tahun terutangnya pajak
la .rifﬂ'l_g_mda salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
r Ketetapan I ‘ ‘ l L_J / | ] , / l / j l |/ Il _J

iai Nomor Ketetapan - STP, SKPKB, SKPKBT

h Pembaym Ter bilang ....................................................................
&an rupiah penuh
Jiterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
oo P G (BT L A .
Cap dan tanda rangan Cap dan tanda tangan
BIEIS : veorrnneinnisnirnecntnerrennnnn s e

; Validasi Kantor Penerima Pembayaran

buku petunjuk Pengisian

.01
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORA

S

-..n---o.l--cuun--..n.---.nc--.on--.-nn

NPAJAK

(SSP)

LEMBAR

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

‘uai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

i A
MAT s

.........................................

.........................................

L]

........................................
....................................................

...................................................

Kode Jenis Setoran

LEly LY

Masa Pajak

Tahun

Ags | Sep|| Okt | Nop | Des Ll f | f
= ——=bo it | B i e [Hist tahun ferutangnya pajak
da silang padea salah sar kolom bulan untuk masqy yang berkenuan _IL
| 1 I T

o o man A YRR 2 AN
uai Nomor Ketetapan : STP, SKPKR B, SKPKBT
th Pembayaran Terhl]ﬁng ....................................................................
1gan rupiah penuh
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wijib Pajak/Penyetor

#88sssssvevicssssennee

Tanggal

Cap dan tanda tangan

1a Jelas :

----.-o---c-------cco---o.-.-c--p.---u---;o---n

Namg

. tgl

Cup dan tanda tangan

....................................

--------------------------------------------------

3 Validasi Kantor Penerima Pembayaran

"buku petunjuk pengisian
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK ( S S ) Untuk Arsip Wajit Pungut
....................................... ‘ atau pihak lain

i i R R SR
AMAT St
\P/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pelnbayaran

’ 7P U= - TN

Masa Pajak Tahun

1| Peb | Mar | Apr | Mej Jun Sep | Okt ’ Nop | Des L—I—J_L_’
_J Diisi tahun lerutangnya pajak

‘anda silang pada salah satu kolom bulan unpuk masa yang berkenaan

nor Ketetapan LLJ_L_L’/I ] [/L_u/ l f /L__lJ

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

ilah Pembayaran Terbilang B s e R e
dengan rupiah penuh

...................................................... ...............

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
AR o N NS sk L N .
Cap dan tanda tangan Cap dan tandg fangan
A O s vcsiassenno Sl adhsiosssonras casann oo o RO A

ng Validasi Kantor Penerima Pembayaran

uai buku petunjuk Ppengisian

32.01



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

1

LEMBAR

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk arsip WP

NPWP

:o-|0]o| 1] - [6 o|9|-.

5 ama WP - Bank BTN Cabang Jember

P b R e i L
i bmat'wp: . J1. A Yani 0.5 Jember

I CINPT el R S o SO
:-‘ | T D o i
erd e e

Om.'Dw.zuar Kartuy NPWP

| A Je Jenis Pajak Kode Jenis Setoran
(MAP)

]1[1]’ ]1|oio[

Duisi sesuai dattar pavta hataman betakang lembar 1

Bl tanda siaig pac kotom yany béikenaa

SKPKB [ ] SKPKBT |  Tahun

{E’)}toran ¥ E Masa D Tahunan D Final

Jan [KXREBXY Mar kpr - Jun l Jul

- Ben tanda silang pada kolom bulan untk Seloran asa, wal dan |

eimbayaran STP. SKPKB. SKPKOT méisa yang berkenan

Dust Tahun Pajak
Ags SeiJ Okt Nov Des seloran dimaksud
=S 2
[ 2[o JoTz]

Ruang Teraan
Ditena olet: Bank PersepseKamor Pos dan Guu KPKN

=
{ )
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal ... Q. . o
o Capr dan tvda 1gan
Nama Jelas : ...

Nomor Ketetapan : l [ ' / D:[:] / —!—, / I I , l / ED

Dns: sesuan Nownor Ketelapan . STP Skprn SKPKAT 5‘

Jumlah Pembayaran Terbilang =Iyjub Juts Ciga Ratus Pelapan Puluh Sembilan=
Diisi dr.-ugﬂu pembaviaran gnah penih Dusi dengan b . :Hi b'U Se rat '%B 'L‘U ljl-lh J)U lu l'l l'.'n-"lm Ru pl Ah=

Rp. 7.389.176,— .............................. e T R

R

O
Waijib Pajak/Penyetor

tgl 07 Maret

Ll AL

1 Duist vranan pembayarar sesum datiar acka halaman
o Tambahan tormas,

. Khusus PPh Final atas Wansakse prongelin i hak Ats Lanah Ndaer tanepnan dnsy I
- Khusus PPh Final jitas DEISeWaan tavan dan bosginan CSEOAR) Prevanva i liokasi
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.1
DIREKTORAT 1N AL CAIAY

0

[smm'rsr:'nm/\r\: I’A.;Mcj

s 410202009
Unluk Arsip Wp

(HSE) [ ,

NPWP o]

[ 7]3)-[o] s

diisi sesuai dengan Nowor Pokak Wajils Pujuk veng dimiliky
4 7 I

o)1) Lol 2 [s]-Lo] o o]

I

NAMA Wp PT. BINAYASA PUTRA BATARA
ALAMAT MENARA BTN LT, 12, J1.. GAJAH MADA NO. |
JAKARTA 10130
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
....... TP (Jasa fee dan Supervisi Mangjemeny .
¢ 1.8 4 .
T OV 1 . ... Tenaga Outsowohmg ‘bulan ‘Februari-2002---- -
...... BaFk-E}TN-Oabamg---Jramhn
Masa Pajak Tahun
in Pt;:rl{: Mar | Apr | Mei | Jun | Jul ’ Ags ‘ Sep | Okt | Nop | Des 2 00 2
’Ti rtanda yilang pada salaly saty katom bulas unitik fmase Vang Berkeiaenn LHisi il tevuianynyer Jretjerk

omor Ketetapan :l ] l [

Isi sesual Nomor Ketctapan : ST .\‘AU‘A’& SXrKnr
’ T

| LLGON |/

LA (& ieh [ ]

imlah Pembayaran
fist dengan rupial penud

Terbilang

[t ey 94,950, NI 5, ot
Diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran
1
TREE L . '
bty Cap dan tanda tangan

uma Jelas :

....................................................................

VA {;emb”a”p,L”uh.en]pat”bL! .............................. ot
-§Embilan- ratus lima Pulth-rupiaby: e

..................... gl

Nama Jelas

ing Validasi Kantor Penerimaan Pembayaran

i sesuai bukuy petunjuk pengision

0.32.01
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